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ABSTRAK

Nama : Savira

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul : Sertipikat Ganda Pada Hak Atas Tanah (Tinjauan
Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor
56PK/TUN/2007)

Sertipikat sebagai adat pembuktian yang kuat dalam penerbitannya seringkali
membawa akibat hukum bagi pihak yang bersangkutan maupun pihak-pihak yang
merasa kepentingannya dirugikan, sehingga tidak jarang terjadi perselisihan yang
akhirnya diselesaikan di pengadilan. Daam kasus ini perselisihan terjadi karena
timbulnya sertipikat ganda pada obyek tanah yang sama. Permasalahan disini adalah
faktor-faktor apa sgja yang menyebabkan timbulnya sertipkat ganda, bagamana
perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak yang sertipikatnya dibatalkan
dalam sertipikat ganda, dan apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor 56
PK/TUN/2007 telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian hukum normative, tipe penelitian deskriptif, dan data
yang digunakan adalah data sekunder. Analisis data dalam penulisan tesis ini
dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif.

Kata kunci : pembatalan sertipikat ganda.
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ABSTRACT

Name : Savira
Study Program : Magister Kenotariatan
Title ; Double Certdite On Land Rights ( Verdict of the

Supreme Court No. 56PK/TUN/2007)

Certificate as a strong admissible evidence insnimin its’ issuance, often brings
and created a legal impact for those who beindeglar those whose interests being
jeopardized, therefore many times disputes rel@tele issuance of a certificate have
been recurring and ended in the court for itses@igint. In this case study, the dispute
occurred due to the existence of double certifcate the same object (in this matter
such object is land). The problem identified in@agdwhat are the factors which lead
to the existence of a double certificate, how & ldgal protection being given to the
party which certificate’s being cancelled in theseaf double certificates and is the
Verdict of the Supreme Court number 56 PK/TUN/2068 been in conjunction with
the current regulation. This thesis is using noiveabased research method with
descriptive research type and the data being usezl secondary data. The data
analysis within this thesis’ writings is using qtetive analysis method.

Key Words: Cancelation of double certificates.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Di Negara Republik Indonesia yang susunan kehidupan rakyatnyastérma
perekonomian bercorak agraris, bumi, air dan ruang angkasgas&beunia Tuhan
Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk baregun
masyarakat yang adil dan makniufTanah dalam wilayah Negara Republik
Indonesia merupakan salah satu sumber daya alam utama, l@ngrsmpunyai
nilai bathiniah yang mendalam bagi rakyat Indonesia, jugaifgsi sangat strategis
dalam memenuhi kebutuhan Negara dan rakyat yang semakin beid@mam
meningkat, baik pada tingkat nasional maupun dalam hubungannyanddmga
internasionaf.

Tanah merupakan sumber daya alam yang penting untuk kelangsudgp
umat manusia, hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedahidup,
akan tetapi lebih dari itu dimana tanah merupakan tempat dimanasiadndup,
berkembang, dan bermasyarakat, tanah menjadi sumber bagi kepgel#&ingan
hidup manusia. Demikian pula dalam pelaksanaan pembangunan nasiogal y
bertitik berat pada pembangunan ekonomi dan tercapainya masyygaag adil dan
makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, teméikim
peran yang sangat penting.

Dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) telah dilela tanah dalam artian
yuridis, yang berbunyi :

Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dinge&and Pasal 2
ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, gabgtdi
tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik
sendirismaupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta bddan-ba
hukum:

! IndonesiaUndang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No.5 tahun 1860,
Konsiderans Menimbang Ps. 1 dan Ps. 2.

?Boedi HarsonoMenuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional, (Jakarta : Universitas Trisakti
Press, 2007) , him. 3.

3 UU No.5 tahun 1860p. cit. , Ps. 4 ayat (1).
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Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia sehingga setrajsiena
ingin memiliki atau menguasainya yang berakibat timbulbgabagai masalah
pertanahan. Masalah pertanahan adalah merupakan masalah yaninyse
karakter yang bersifat multi dimensi, banyak aspek yanlijpderdidalamnya,
sehingga tidak mudah dalam penanganan dan penyelesaiannydanyda ada
muatan politis, hukum, ekonomi, budaya bahkan pertahanaan dan kebsaan
masuk didalamnya, belum lagi muatan kepentingan tertentwjdagnya adalah
bicara adil tidak adil, sehingga peran Negara sangat dibutuhkam dahgka turut
ikut upaya penyelesaiannya.

Salah satu tujuan pembentukan UUPA adalah meletakkan dasar-daar un
memberikan jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tagaketuruh
rakyat Indonesia. Adapun landasan konstitusional kebijakan pembangunan dala
bidang pertanahan pada intinya bersumber pada Pasal 33 ayat éjgthabdang
Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut :“ Bumi dan air, lsekiyaan alam yang
terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untukrsebesa
besarnya kemakmuran rakyatBerdasarkan landasan konstitusional tersebut, berarti
telah lahir landasan bagi penyelenggaraan administraanpédn guna mewujudkan
kepastian hukum dalam bidang pertanahan di Indonesia. Untuk mémajalperan
dari pemerintah dalam mengatur penggunaan, penguasaan, dakgmetaihah di
Indonesia, UUPA mempunyai tujuan mengadakan kesatuan kesederhdaa
kepastian hukum di bidang pertanahan. Tujuan pokok dari UUPA dalam
hubungannya dengan Pancasila dan Hukum Tanah Nasional sebaggengna
dicantumkan dalam Penjelasan Umumnya addiah :

1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasiangl,akan
merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi
negara dan rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil #amuma

2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesededwaaaan

hukum pertanahan;

* Boedi Djatmiko, “Pembatalan Sertipikat Oleh Peadidan Akibat Hukum Terhadap Sertipikat
dan Hak Atas Tanahhttp://www.sertifikattanah.blogspot.com, diunduh 28 Agustus 2009.

® Indonesialndang-Undang Dasar 1945, Ps. 33 ayat (3).

® Boedi Harsono Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok
Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1, (Jakarta: Djambatan, 2005), him. 219.
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3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum meingdriaak
atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, pengaturan penguasaan, pemilikan, da
penggunaan tanah perlu lebih diarahkan lagi untuk terjamirenid i bidang
pertanahan yang dikenal dengan istilah Catur Tertib. CatubBidang Pertanahan
tersebut meliputi *

1. Tertib Hukum Pertanahan;

2. Tertib Administrasi Pertanahan;

3. Tertib Penggunaan Tanah,;

4. Tertib Pemeliharaan Tanah dan Lingkungan Hidup.

Tertib administrasi pertanahan merupakan tujuan dari usaha meefperol
kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah.

Dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA dijelaskan mengenai kewsjiba
penyelenggaraan pendaftaran tanah oleh Pemerintah, yaitu “Un&rkamin
kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di s&llaydh
Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengamrd&erat
Pemerintah® Ketentuan mengenai Pendaftaran Tanah ini diatur lebih lanjundala
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebaga
pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomer: 10 Tahun 1961, yanghadéku
pada tanggal 8 Oktober 1997, untuk selanjutnya disebut sebagai Ri? Rbirahun
1997. Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut diatur dalam Peraturanrividatara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 Tahun 1997géfgtantuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor; 24 Tahun 2007 tentang &Pendaft
Tanah, selanjutnya disebut PMNA Nomor 3 Tahun 1997.

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukaneohatiftah
secara terus menerus, berkesinambungan, dan teratur, meliputinmperman,
pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan dataldisiklata
yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidanggpitarah dan satuan-

satuan rumah susun, termasuk pemberian sertipikat sebagaasdeabukti haknya

" Ali Achmad ChomzahtHukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan |11 Penyelesaian Sengketa
Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan |V Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah, (Jakarta :
Prestasi Pustaka, 2003) , him. 18.

8 UU No.5 Tahun 186@p. cit. , Ps. 19 ayat (1).
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bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan HakAvikkSatuan Rumah
Susun serta hak-hak tertentu yang membebariinya.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UUPA, pendaftaran tanahgtisetdkan

oleh Pemerintah, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional, akan pelagana
pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecualemaeng
kegiatan-kegiatan tertentu yang ditugaskan kepada Pejabat Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia (BPN RI) dibentuk melalui Keputusassidien
Nomor 26 tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional ,sebagai Lembaga
Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan di bawah darsumgng
bertanggung jawab kepada Presiden. Seiring dengan perkembandadarmiy
pertanahan, peraturan tersebut mengalami berbagai perubahan,rgihy selalah
Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia ( BPN RI) , selanjutnya disebut PerpresoNdm Tahun 2006.
Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakarp&mngasntahan di
bidang pertanahan secara nasional, regional, dan setoral.

Dalam melaksanakan tugas tersebut BPN menyelenggarakan:ftngsi
Perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan;
Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan;
Koordinasi kebijakan, perencanaan, dan program di bidang pertanahan;

Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan;

ok~ 0N PRF

Penyelenggaraan dan pelaksanaan survey pengukuran dan pemeiaangli

pertanahan;

6. Pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum;

7. Pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanabh;

8. Pelaksanaan penatagunaan tanah, reformasi agraria, dan pendtaa-w
wilayah khusus;

9. Penyiapan administrasi atas tanah yang dikuasai dan/aiauN@gara/Daerah

bekerja sama dengan Departemen Keuangan;

*PemerintahPeraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah , PP No. 24 Tahun 1997, Ps. 1
angka 1.

1%Boedi Harsonogp. cit. , him.483.

M presidenPeraturan Presiden tentang Badan Pertanahan Nasional, Perpres No. 10 Tahun 2006
Ps.2.

2 Ibid., Ps. 3.
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10.Pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan tanah

11.Kerja sama dengan lembaga-lembaga lain;

12.Penyeleggaraan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, dan prdgdangdi
pertanahan;

13.Pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan;

14.Pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara, dan kobitlard
pertanahan;

15. Pengkajian dan pengembangan hukum pertanahan;

16. Penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan;

17.Pendidikan, latihan, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang
pertanahan;

18.Pengelolaan data dan informasi di bidang pertanahan;

19.Pembinaan fungsional lembaga-lembaga yang berkaitan mlerydang
pertanahan;

20.Pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang, dan/atau badan
hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

21.Fungsi lain di bidang pertanahan sesuai peraturan perundang-undamgan ya
berlaku.

Tujuan pendaftaran tanah menurut Pasal 19 UUPA adalah kepastian hukum,
yang meliputi **

1. Kepastian mengenai orang/badan hukum yang menjadi pemegaatpkaknah
yang disebut pula kepastian subyek hak atas tanah;

2. Kepastian letak, batas-batasnya, panjang, dan lebar yang didehgan
kepastian obyek hak atas tanah.

Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada
pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan laak-haikgl
terdaftar, agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sepage@gang hak
yang bersangkutan. Untuk itu kepada pemegang haknya dibeeiitgoikat sebagai

tanda buktinya. Memperoleh sertipikat, bukan sekadar fasilitaelainkan

13 lrawan SoerodjoKepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia, (Surabaya : Arkola, 2003) ,
him. 78.
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merupakan hak pemegang hak atas tanah, yang dijamin unddang* Sertipikat
merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai al&ugegam yang kuat
mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalajrsepanjang data fisik
dan data yuridis tersebut sesuai dengan yang ada dalam swratankbuku tanah
hak yang bersangkutanlni artinya, selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, data
fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya harus iéegebagai data yang
benar, baik dalam melakukan perbuatan hukum sehari-hari maupam da
pengadilan.

Dalam penerbitan sertifikat, diperlukan suatu proses yang nmaibgtihak
pemohon, para pemilik tanah yang bersebelahan, Pamong Desa maugun piha
instansi yang terkait untuk memperoleh penjelasan dan susttsglragai alas hak
yang berhubungan dengan permohonan sertifikat tersebut Penjelakalisdra
maupun tertulis dari pihak terkait memiliki peluang untuk terjaalipgmalsuan,
daluwarsa, bahkan adakalanya tidak benar atau fiktif sehingbaltsertipikat yang
cacat hukunt®

Ada beberapa macam konflik dan permasalahan dalam pergesianahan,
misalnya : sengketa tanah warisan, sengketa batas tanah gemdgutimdih hak atas
tanah yang bersumber dari kesalahan dalam proses pengurksdash@nah. Untuk
mencegah terjadinya kesalahan tersebut, pemegang hatrethperlu mengadakan
pemeriksaan terhadap kebenaran data fisik dan data yuridistgeega dalam
sertipikat hak atas tanah yang dimilikinya ke Kantortahathan setempat. Pada
umumnya masalah sertipikat ganda ini baru diketahui apabilagesmesertipikat
hak atas tanah tersebut akan melakukan perbuatan hukum atas bidanggahah ter

Kesalahan dalam proses pengurusan hak atas tanah ini pemyelesai
permasalahannya dapat mengambil kebijakan dengan menggunakars prose
pembatalan hak atas tanah oleh Kantor Pertanahan. Pengertipandbatalan hak
atas tanah meliputi pembatalan keputusan pemberian, sertipikatasata@h dan
keputusan pemberian hak dalam rangka pengaturan penguasaan tenbbbérapa
hal yang menyebabkan diterbikannya pembatalan hak, yaitu :

1. Pembatalan Hak Atas Tanah Karena Cacat Hukum Aministrasi.

14 Boedi Harsonoop. cit. , him.472.
5 PP No. 24 Tahun 199@p.cit., Ps. 32 ayat (1).
16 Ali Achmad Chomzahgp. cit. , him. 25.
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Pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administrasin dala
penerbitannya, dapat dilakukan karena permohonan yang berkeperdiagan
oleh pejabat yang berwenang tanpa permohonan sabagaimana yangudimak
dalam Pasal 106 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agrddpala Badan
Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999.

2. Pembatalan Hak Atas Tanah Karena Melaksanakan Putusan Pamgéaiig
Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap.
Keputusan pembatalan hak atas tanah karena melaksanakan petugadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterbitkarpatasohonan yang
berkepentingan. Amar putusan pengadilan yang telah memperolehtaiekua
hukum tetap meliputi dinyatakan batal atau tidak mempunyai kakdaikum
atau yang pada intinya sama dengan itu sebagaimana yarigudihtialam Pasal
124 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan PertamNdsonal No.
9 Tahun 1999. Satu permohonan pembatalan hanya untuk satu atau beberapa hak
atas tanah tertentu yang letaknya dalam satu Kabupaten / Ky@anetinya
permohonan pembatalan hak atas tanah karena putusan pengadilaelglang t
memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan langsung Keleatkeri atau
Kepala Kantor Wilayah atau melalui Kepala Kantor Pertanahan.

Pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administigsinmiearena
putusan pengadilan dapat dilakukan dengan keputusan Menteri, kemudiam Mente
dapat melimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah atau Pejaiaf ¢itunjuk
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 105 Peraturan Mentara Magaria /
Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999.

Sehubungan dengan adanya gugatan pembatalan sertipikat gdadhaga
atas tanah yang dilakukan oleh Nyonya Suryanti Subiono terhadapakegaior
Pertanahn Kotamadya Jakarta Barat, Ir. Sabardi Wirawan, dany&lydaryamah
binti Amja yang telah diputuskan berdasarkan Surat Putusan MahkAguang
Nomor :56 PK/TUN/2007, ada beberapa hal menarik yang patut untyk chkam
kasus tersebut diatas.

Dalam sengketa ini, Nyonya Suryanti Subiono adalah pemiliksataidang
tanah yang terletak di Jalan Meruya llir Rt 007/005, Kelurahamuyse llir,

Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, seluas 2529 m?2 sepeytitdedalam
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sertifikat Hak Milik Nomor : 256/ Meruya llir yang dikeluarkavieh Kantor
Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat. Nyonya Suryanti Subicropenoleh
sertipikat hak milik No. 256/ Meruya llir tersebut berdasanarbuatan hukum jual

beli dengan Djuardi Kartawinata yang ternyata dalam Aktel Beli No.
26/VI/M.ILIR/KJ/1989 tertanggal 30 Juni 1989 yang dibuat dihadapan Belsas
Siagian, SH. Bahwa berdasarkan Akte Jual-Beli No. 26/ VI/M/AKIRL989
tertanggal 30 Juni 1989, Nyonya Suryati Subiono telah mengajukan permohonan
balik nama atas Sertifikat Hak Milik No. 256/Meruya llirngasemula atas nama
Djuardi Kartawinata kepada Kepala Kantor Pertanahan Kotamaaketa Barat
menjadi atas nama Nyonya Suryati Subiono.

Semula tanah tersebut adalah milik Nyonya Maryamah binti Apgag
kemudian dihipotikkan kepada Bank Agung Asia. Obyek hipotik terdeduatidian
dieksekusi oleh Bank Agung Asia dengan cara dilelang. SatgajuSertifikat Hak
Milik No. 256/Meruya llir atas nama Maryamah binti Amjasehut sejak tanggal
13-2-1989 berdasarkan Akta Jual Beli / Risalah Lelang dariokdmlang Negara
Jakarta tertanggal 23-2-1987 No. 365/1986-87 telah beralih secara sah kepada
Djuardi Kartawinata selaku pemenang lelang. Peralihan-paralyang terjadi pada
Sertifikat Hak Milik No. 256/Meruya llir dari mulai atas ma Maryamah binti
Amja, hingga kemudian dihipotikkan dan terbit Sertipikat Hipotik 1184/1984,
yang kemudian di roya oleh PT. Bank Agung Asia, kemudian beraldtdsesnama
Djuardi Kartawinata dan terakhir kepada Ny. Suryati Subionoatesgh dan jelas
termuat dalam Sertipikat Hak Milik No. 256/Meruya llir.

Namun, pada tanggal 3 Juni 2003 tanpa pemeriksaan terlebih dahula Kepal
Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat telah menerbitgautukan Tata
Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 3516/Keméaugglatan seluas
2529 m2, atas nama Maryamah binti Amja dan Pendaftaran Perahhki&ma
Sertipikat Hak Milik Nomor : 3516/Kembangan Selatan dahulu atas Mangamah
binti Amja sekarang atas nama Ir. Sabardi Dian Wirawan. A&tapi, terhadap
Sertipikat Hak Milik No. 256/Meruya llir atas nama Surya@tibiono untuk
sebidang tanah seluas 2529 m2 tidak pernah ditarik dan atau Karyatdak
berlaku lagi, maupun dinyatakan ada perubahan oleh Kantor Pertanataamallya

Jakarta Barat. Nyonya Suryanti Subiono juga tidak pernah menjual da
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memindahtangankan tanah tersebut kepada pihak lain, disampitigakupernah
ada pihak lain yang merasa keberatan atas kepemilikéipilssr tersebut hingga
lebih dari 5 tahun. Penerbitan Sertpikat Hak Milik No.3516/Kembangtaia® atas
nama Nyonya Maryamah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahamiddiya Jakarta
Barat telah mengakibatnya adanya dua sertipikat hak wydlng saling tumpang
tindih di atas sebidang tanah yang sama.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan secara singkabuerpenulis tertarik
untuk menelitinya dalam sebuah tesis dengan judul :
“PEMBATALAN SERTIPIKAT GANDA PADA HAK ATAS TANAH (Ti  njauan
Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 56 PK/TUN/2007)".

2. POKOK PERMASALAHAN
Berdasarkan latar belakang seperti yang telah penulis urag@umnya,
penulis mengidentifikasikan beberapa pokok permasalahan, yaitu :
1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya sertiphdaga
2. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak kietiggan
adanya pembatalan terhadap sertipikat ganda?
3. Apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor : 56PK/TUN/2007 telah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

3. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitarademgglisa
dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistedamti&onsisten’ Oleh
karena penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembainga
pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diaerap&rus
senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadiyiadfibalam
menyelesaiakan tesis ini penulis menggunakan metode penelitian seb&gdi beri

a. Bentuk Penelitian

" Soerjono Soekant®engantar Penelitian Hukum,(Jakarta : Universitas Indonesia, 2006),hal.
42.

18 Sperjono Soekanto dan Sri mamuRghelitian Hukum Normatif,(Jakarta : PT. Raja Grafindo
Persada,1983),hal. 1.
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Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaegujuan
untuk mendapatkan data sekunder, melalui bahan pustaka berupa studi
dokumen®?

b. Tipe Penelitian
Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan, penulisan dalam
penelitian ini yang dilihat dari sudut sifatnya, menggunakandipgienelitian
deskriptif analitis. Tujuan penelitian deskriptif analitis adalagnggambarkan
mengenai fakta-fakta disertai analisis yang akurat mengeeraturan
perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum dan
praktek mengenai pembatalan sertipikat ganda. Penelitianukiiakuntuk
memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan atala-gejala
lainnya, maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, dapaya
membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau membantialamn
kerangka menyusun teori ba&fuDilihat dari sudut tujuannya, penulisan ini
merupakan penelitian problem solution, yaitu penelitian yang bertujuan
memberikan jalan keluar atau saran pemecahan permasalahaulisdre
penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mengenai pembataligikae
hak atas tanah yang disebabkan adanya sertipikat ganda.

c. Jenis Data
Secara umum, maka dalam penelitian biasanya dibedakan alaiizrayang
diperoleh secara langsung dari masyarakat (mengenai periggkieta empiris)
dan data dari bahan pustdkaBerdasarkan jenis dan bentuknya, karena
penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka data gigeglukan
dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melaldi st
kepustakaan. Data kepustakaan atau data sekunder digolongkan galbahtn
hukum, yaitu bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder, dan
bahan-bahan hukum tersiérData sekunder yang digunakan dalam penelitian ini
berupa bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengigiuti

berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengesganan di

9 Sperjono Soekantop.cit. , hal.51.

2 5ri Mamudii,et al., Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hith. 1

“ISperjono Soekantdge.cit. , him.51.

#35perjono Soekanto dan Sri Mamudjp, cit. ,hal.13.
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bidang Pendaftaran Tanah yang menjadi landasan hukum dari ipanelit
Selain itu melalui bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yamgbenikan
kejelasan mengenai bahan-bahan hukum primer meliputi buku-buku,amakal
laporan penelitian ilmiah dan majalah ilmiah mengenai Pendaftiieaah,
khususnya mengenai pembatalan sertipikat yang disebabkagaadartipikat
ganda yang menjadi landasan teori dari penelitian ini. $artg terakhir adalah
bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupuaséajel
terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus untuk
memperoleh definisi - definisi istilah yang berkaitan dengan peneliian i

. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpumpulan data dalam tesis ini menggunakan studi dokutodn. S
dokumen dalam hal ini menggunakan peraturan yang berkaitan dengan
pendaftaran tanah.

. Metode Analisa Data

Dalam penulisan tesis ini data yang diperoleh dari hasil pemeldianalisis
untuk kemudian disusun secara sistematis. Analisis data dalanspartakis ini
dilakukan mempergunakan metode analisis kualitatif dan dipedengan hasil

studi kasus. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelaag
menghasilkan data deskriptif analitis,yang diteliti dan aipel adalah obyek

penelitian yang utuf®

. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB | PENDAHULUAN
Bab ini merupakan pengantar untuk memasuki bab-bab selanjutnya
yang menjelaskan hal-hal yang ada kaitannya dengan masalah pokok
Bab ini dibagi menjadi empat sub bab. Pertama mengenai latar
belakang masalah yang menjadi pendorong bagi penulis untuk
membahasnya, Kedua mengenai pokok permasalahan. Ketiga
mengenai metode penelitian. Keempat mengenai sistematika
penulisan yang berisi pembabakan tesis secara menyeluruhmaenge

isi tesis ini.

% Sri Mamudiigt al., op.cit., hal. 67.
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BAB I PEMBATALAN SERTIPIKAT GANDA PADA HAK ATAS
TANAH (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung
Nomor: 56 PK/TUN/2007)

1. Landasan Teori Umum

1.1. Pendaftaran Tanah

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.
1.1.9.

Pengertian Pendaftaran Tanah
Dasar Hukum Pendaftaran Tanah
Asas-Asas Pendaftaran Tanah
Tujuan Pendaftaran Tanah

Obyek Pendaftaran Tanah

Sistem Pendaftaran Tanah

Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah
Pelaksanaan Pendaftaran Tanah

Penyelenggara dan Pelaksana Pendaftaran Tanah

1.2. Sertipikat

1.2.1.
1.2.2.

Pengertian Sertipikat
Kekuatan Pembuktian Sertipikat

1.3. Pembatalan Sertipikat
1.3.1 Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah
1.3.2 Tata Cara Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah

2. Sengketa Tanah

2.1. Posisi Kasus

2.2. Putusan Pengadilan

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
N0.137/G.TUN/2003/PTUN.JKT

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
N0.29/B/2004/PT.TUN.JKT.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor : 302 K/TUN/2004

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 56PK/TUN/2007
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3. Analisis Terhadap Permasalahan Hukum

3.1. Pokok permasalahan mengenai faktor-faktor apa saga y
menyebabkan timbulnya sertipikat ganda.

3.2. Pokok permasalahan mengenai perlindungan hukum yang
diberikan kepada pihak ketiga dengan adanya
pembatalan sertipikast ganda.

3.3. Pokok permasalahan mengenai sesuai atau tidaknya Putusan
Mahkamah Agung Nomor 56PK/TUN/2007 dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB Il PENUTUP
Akhirnya dalam bab ini merupakan bagian terakhir yang merupakan
rangkuman hasil penelitian dan analisis dari seluruh uraias) yesig
berisi simpulan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan
dan juga saran dari penulis sebagai bahan pertimbangan bagi para

pihak yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.
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BAB 2
PEMBATALAN SERTIPIKAT GANDA PADA HAK ATASTANAH
(TINJAUAN YURIDISTERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR : 56PK/TUN/2007)

1. Landasan Teori Umum
1.1.Pendaftaran Tanah
1.1.1. Pengertian Pendaftaran Tanah

Pendaftaran berasal dari katadastre (bahasa Belanda Kadaster)
suatu istilah teknis untuk suatecord (rekaman), menunjukkan kepada luas,
nilai dan kepemilikan terhadap suatu bidang tanah. Kata ini bedasal
bahasa latitCapitastrumyang berarti suatu register atau capita atau unit yang
diperbuat untuk pajak tanah Roma@iapotatio Terrens)Dalam artian yang
tegasCadastreadalahrecord (rekaman dari lahan-lahan, nilai dari tanah dan
pemegang haknya dan untuk kepentingan perpajakan). Dengakiaemi
Cadastremerupakan alat yang tepat yang memberikan uraian daifilcesit
dari tersebut dan juga sebag@ontinuous recording(rekaman yang
berkesinambungan) dari hak atas tahah.

Menurut Muhammad Yamin dan Abdul Rahim Lubis, dari segi istilah,
ditemukan istilah pendaftaran tanah dalam Bahasa Latin disebut
“Capistratumi, di Jerman dan Italia disebuCatastrd, di Perancis disebut
“Cadastré, di Belanda dan juga di Indonesia dengan istil&adastralé
atau ‘Kadastef. Maksud dariCapistratumatau Kadasterdari segi bahasa
adalah suatwegisterataucapita atau unit yang diperbuat untuk pajak tanah
Romawi, yang berarti suatu istilah teknis untuk suatwrdrekaman) yang
menunjukkan kepada luas, nilai, dan kepemilikan atau pemegangiéiak s
bidang tanah, sedangk#adasteryang modern bisa terjadi atas peta yang
ukuran besar dan daftar-daftar yang berkditan.

Sebutan pendaftaran tanah atau “land registration” menimbulkan
kesan, seakan-akan obyek utama pendaftaran atau satu-satwela ob
pendaftaran adalah tanah. Memang mengenai pengumpulan samggiapeny

A.P. ParlindungarPendaftaran Tanah di Indonesi@Bandung : Mandar Maju , 1999), him.18-
19.

2 Muhammad Yamin Lubis dan Abdul Rahman Lufiscum Pendaftaran TanatBandung :
Mandar Maju, 2008), him.18-19
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data fisik, tanah yang merupakan obyek pendaftaran, yaitu untukikipas
letaknya, batas-batasnya, luasnya, dalam peta pendaftaralisdpkan juga
dalam “daftar tanah”. KataKadastel yang menunjukkan pada kegiatan
bidang fisik tersebut berasal dari istilah Lat@@&pistratuni yang merupakan
daftar yang berisikan data mengenai tahah.

Pengertian pendaftaran tanah baru dimuat dalam Pasal 1 angka 1 PP
Nomor 24 Tahun 1997, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh
Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan, teralipuoti
pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan
data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftargenen bidang-
bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberiaandarat t
bukti haknya bagi tanah-tanah yang sudah ada haknya dan hak asilikat
satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Definisi pendaftaran tanah dalam PP Nomor 24 Tahun 1997
merupakan penyempurnaan dari ruang lingkup kegiatan pendaftardn tana
berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor a0 T@®l
yang hanya meliputi: pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah,
pendaftaran dan peralihan hak atas tanah serta pemberian tatidhakuk
sebagai alat pembuktian yang koiat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 PP Nomor 24 Tahun 1997
tersebut, Boedi Harsono memberikan pengertian mengenai pendadtaabn t
yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh Negara/Pemerintaraséerus-
menerus dan teratur, berupa pengumpulan data tertentu mengehndataia
tertentu yang ada di wilayah-wilayah tertentu, pengolaharnjipganan dan
penyajiannya bagi kepentingan rakyat, dalam rangka membggkanan
kepastian hukum di bidang pertanahan, termasuk penerbitan tanda duktiny
dan pemeliharaannya.

Dari pengertian pendaftaran tanah tersebut di atas dapatkdiurai

unsur-unsurnya, yaitu':

% Boedi Harsonoop.cit, him.74.

* Urip SantosoPendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanébakarta : Kencana, 2010), him.13.
® Muhammad Yamin Lubis dan Abdul Rahman Lubis.cit, him.138.

® Boedi Harsonopp.cit , him.72.

" Muhammad Yamin Lubis dan Abdul Rahman Lubis.cit, him.73.
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1. Adanya serangkaian kegiatan
Kata-kata “serangkaian kegiatan” menunjuk kepada adanya gaerba
kegiatan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah, yangtdoersaiiu
dengan yang lain, berurutan menjadi satu kesatuan rangkaian yang
bermuara pada tersedianya data yang diperlukan dalam rangka
memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan bagi rakyat.
Kegiatan pendaftaran tanah terdiri atas kegiatan pendattarah untuk
pertama kali, bentuk kegiatannya adalah pengumpulan dan pengolahan
data fisik; pembuktian hak dan pembukuannya; penerbitan sertipikat
penyajian data fisik dan data yuridis; dan penyimpanan daftamuchaun
dokumen, dan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah, bentuk
kegiatannya adalah pendaftaran peralihan dan pembebanan hak; dan
pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya.
Kegiatan pendaftaran tanah menghasilkan dua macam data,dydat
fisik dan data yuridis. Data fisik adalah keterangan meaidetak, batas,
dan luas bidang dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk
keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunamyh.ata
Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum hiaiaglg dan
satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain
serta beban-beban lain yang membebaninya.

2. Dilakukan oleh Pemerintah
Penyelenggaraan pendaftaran tanah dalam masyarakat modepakaer
tugas Negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah bagi keymntiakyat
dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang
pertanahan.
Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan pendaftaran tanah adal
Badan Pertanahan Nasional (BPN), sedangkan dalam pelaksanaannya
dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

3. Secara terus-menerus, berkesinambungan
Kata-kata “terus menerus, berkesinambungan” menunjuk kepada
pelaksanaan kegiatan, yang sekali dimulai tidak akan adeng&hData

yang sudah terkumpul dan tersedia harus selalu dipelihara, daiam art
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disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian, hingga
tetap sesuai dengan keadaan terakhir.
Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali menghasilkea taukti
berupa sertipikat. Dalam kegiatan pendaftaran tanah dapat terjadi
peralihan hak, pembebanan hak, perpanjangan jangka waktu hak atas
tanah; pemecahan, pemisahan dan penggabungan bidang tanah;
pembagian hak bersama; hapusnya hak atas tanah dan hak ngilik ata
satuan rumah susun; peralihan dan hapusnya hak tanggungan; perubahan
data pendaftaran tanah berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan;
dan perubahan nama pemegang hak harus didaftarkan ke Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota setempat hingga tetap sesuai deadaarke
terakhir.

4. Secara teratur
Kata “teratur” menunjukkan bahwa semua kegiatan harus berlamdaska
peraturan perundang-undangan yang sesuai, karena hasilnya akan
merupakan data bukti menurut hukum, biarpun daya kekuatan
pembuktiannya tidak selalu sama dalam hukum negara-negatp yan
menyelenggarakan pendaftaran tanah.

1.1.2. Dasar Hukum Pendaftaran Tanah

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria adalah sebuah undang-undang yang memuaat das
dasar pokok di bidang agraria yang merupakan landasan bagi usaha
pembaharuan hukum agraria guna dapat diharapkan memberikaya ada
jaminan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memanfdatigsi bumi,
air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkaodwaiamnya
untuk kesejahteraan bersama secara adil. Tegasnya ialah uehdapai
kesejahteraan di mana masyarakat dapat secara aman mekakshak dan
kewajiban yang diperolehnya sesuai dengan peraturan yang telah
memberikan jaminan perlindungan terhadap hak dan kewajibannyauterse
Cita-cita kepastian hukum merupakan tujuan UUPA dan yang dipandang

membawa ketidakpastian hukum antara lain berkenaan dengdrakatas
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tanah menurut hukum adat yang tidak terdaftar. UUPA dalagkaacita-cita
kepastian hukum telah menentukan mengenai wajib pendaftaramagerha
hak-hak tertentu atas tanah termasuk di dalamnya hak-tsataath menurut
hukum adat.

Jaminan kepastian hukum mengenai hak atas tanah tercantum dala
ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPA, yang berbunjUntuk menjamin
kepatian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh
wilayah Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur denganr&eratu
Pemerintah.”®

Ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPA tersebut diatas ditujukan kepada
Pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di seldayahwi
Republik Indonesia. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPA tersebut gli ata
merupakan dasar hukum pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia.

Pendaftaran tanah yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1)
UUPA ini meliputi kegiatan'®
1. Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah;

2. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
3. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat.

Selain dari Pasal 19 (1) UUPA, ada beberapa pasal dalam yahrA
mengatur tentang pendaftaran hak-hak atas tanah yang ditljeada para
pemegang hak yang bersangkutan dengan maksud agar meregaraiem
kepastian mengenai haknya. Pasal-pasal yang dimaksud adalah:

1. Pasal 23 ayat (1) UUPA
"Hak Milik, ~demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan
pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut
ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19.”

2. Pasal 32 ayat (1) UUPA

8 Bachtiar EffendiPendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksnnya(Bandung :
Aumni, 1993), him.7-8.

® UU No.5 Tahun 1960doc.cit,, Ps. 19 ayat (1).

01bid., Ps.19 ayat (2).
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"Hak Guna Usaha, termasuk syarat-syarat pemberiannyakidaniga

setiap peralihan dan penghapusan hak tersebut, harus didaftarkan menurut

ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19.”

3. Pasal 38 ayat (1) UUPA
"Hak Guna Bangunan, termasuk syarat-syarat pemberiami@yaikian
juga setipa peralihan dan hapusnya hak tersebut harus didaftarkan
menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19.”

4. Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966 tentang
Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan menentukan bahima sela
hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan maka hak atas tanah
yang harus pula didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 ialah :

a. Semua hak pakai, termasuk yang diperoleh departemen-departemen,
direktorat-direktorat, dan daerah-daerah swatantra sebamay y
dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965;

b. Semua hak pengelolaan sebagai yang dimaksud dalam Peraturan

Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965.”

1.1.3. Asas-AsasPendaftaran Tanah
Asas dalam pendaftaran tanah menurut Penjelasan Pasal 2 P Nom

24 Tahun 1997 yaitu*

1. Asas sederhana, berarti ketentuan pokok dan prosedur dalam pedaksana
pendaftaran tanah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan,
terutama para pemegang hak atas tanah.

2. Asas Aman, berarti pendaftaran tanah diselenggarakan sedtreate!
cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastiam huk
sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri.

3. Asas Terjangkau, berarti keterjangkauan bagi para pihak untuk
memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah.
Pelayanan yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan pestaftar
tanah harus bisa terjangkau oleh para pihak yang membutuhkan.

1 A.P. Parlindungamp.cit., him. 76-77.
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4. Asas Mutakhir, berarti kelengkapan yang memadai dalam pakmdsaya
dan kesinambungan dalam pemeliharaan data pendaftaran tanah. Data
yang tersedia harus menunjukkan keadaan yang mutakhir sehimgga pe
diikuti kewajiban mendaftar dan pencatatan perubahan yang telijadi
kemudian hari.

5. Asas Terbuka, berarti data pendaftaran tanah harus dipediheaea terus
menerus dan berkesinambungan sehingga data yang tersimpanati Kant
Pertanahan harus selalu sesuai dengan keadaan nyata djafammn
masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data yaag be
setiap saat.

Soedikno Mertokususmo menyatakan bahwa dalam pendaftaran tanah
dikenal 2 (dua) macam asas, yaitu :

1. Asas Specialiteit
Artinya pelaksanaan pendaftaran tanah itu diselenggarakandasas
peraturan perundang-undangan tertentu, yang secara teknis giartyan
masalah pengukuran, pemetaan, dan pendaftaran peralihannya. Oleh
karena itu, dalam pelaksanaan pendaftaran tanah dapat memberikan
kepastian hukum terhadap hak atas tanah, yaitu memberikarisilata
yang jelas mengenai luas tanah, letak, dan batas-batas tanah.

2. Asas Openbaarheid (Asas Publisitas)

Asas ini memberikan data yuridis tentang siapa yang mesj#uyek
haknya, apa nama hak atas tanah, serta bagaimana terjpdnajiaan

dan pembebanannya. Data ini sifatnya terbuka untuk umum, artinya setiap
orang dapat melihatnya.

Berdasarkan asas ini, setiap orang berhak mengetahui data yemi@ing
subyek hak, nama hak atas tanah, peralihan hak, dan pembebanan hak
atas tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, termasuk
mengajukan keberatan sebelum sertipikat diterbitkan, sertipikat

pengganti, sertipikat yang hilang atau sertipikat yang rusak.

12 50edikno Mertokusumdjukum dan Politik Agraria(Jakarta : Karunika-Universitas Terbuka,
1998), him.99.
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1.1.4. Tujuan Pendaftaran Tanah
Secara garis besar tujuan pendaftaran tanah dinyatakan dadairBP

dan Pasal 4 PP Nomor 24 Tahun 1997, yaitu :

1. Untuk memberikan kepastian hukum dan dan perlindungan hukum
kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan
hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan
dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Jaminanidepast
hukum sebagai tujuan pendaftaran tanah meliputi :

a. Kepastian status hak yang didaftar
Artinya dengan pendaftaran tanah akan dapat diketahui dengan pasti
status hak yang didaftar, misalnya Hak Milik, Hak Guna Banguna
Hak Pakai, Hak Pengelolaan, Hak Tanggungan, Hak Milik Atas
Satuan Rumah Susun atau Tanah Wakaf.

b. Kepastian subyek hak
Artinya dengan pendaftaran tanah akan dapat diketahui dengan pasti
pemegang haknya, apakah perseorangan (warga negara Incdgoaesia
orang asing yang berkedudukan di Indonesia), sekelompok orang
secara bersama-sama, atau badan hukum (badan hukum pnivat ata
badan hukum publik).

c. Kepastian obyek hak
Artinya dengan pendaftaran tanah akan dapat diketahui dengan pasti
letak tanah, batas-batas tanah, dan ukuran (luas) tanah. Leshk tan
berada di jalan, kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten/kota, dan
provinsi mana. Batas-batas tanah meliputi sebelah utara, selatan,
timur, dan barat berbatasan dengan tanah siapa atau tanah apa. Ukuran
(luas) tanah dalam bentuk meter persegi.
Untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan
hukum dalam pendaftaran tanah, kepada pemegang yang
bersangkutan diberikan sertipikat sebagai tanda bukti haknya.

2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepanting
termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang

13 Urip Santosogp.cit., him.18-21.
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diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang
tanah dan satuansatuan rumah susun yang sudah terdaftar.
Dengan terselenggaranya pendaftaran tanah juga dimaksudkan untuk
terciptanya suatu pusat informasi mengenai bidang-bidang tamalygz
pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah dengan mudah dapat
memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum
mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang
sudah terdaftar terbuka untuk umum.
Dengan pendaftaran tanah, Pemerintah maupun masyarakat dapat denga
mudah memperoleh informasi tentang data fisik dan data yudidis
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota apabila ingin mengadakan suatu
perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun
yang sudah terdaftar.

3. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan
Program Pemerintah di bidang pertanahan dikenal dengan Gatily T
Pertanahan, yaitu Tertib Hukum Pertanahan, Tertib Administrasi
Pertanahan, Tertin Penggunaan Tanah, dan Tertib Pemeliharaan Tanah
dan Kelestarian Lingkungan Hidup.
Untuk mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan dilakukan dengan
menyelenggarakan pendaftaran tanah yang berBl&tht Cadaster
Terselenggaranya pendaftaran tanah secara baik merupakanddasa
perwujudan tertib administrasi di bidang pertanahan.
Untuk mewujudkan tertib administrasi pertanahan, setiap bidan@ tana
dan satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebanan, dan hapusnya
hak atas bidang tanah dan hak milik atas satuan rumah susundivajib

daftar.
1.1.5. Obyek Pendaftaran Tanah
Menurut ketentuan Pasal 9 PP Nomor 24 Tahun 1997, obyek

pendaftaran tanah meliputi :
1. Hak Milik;
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Hak Milik menurut ketentuan Pasal 20 UUPA adalah hak turun-temurun,
terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan
mengingat ketentuan dalam Pasal 6 UUPA, yaitu bahwa skakatas
tanah memiliki fungsi sosial. Hak Milik ini dapat beralih ddialihkan
kepada pihak lain. Hak Milik hanya dapat dimiliki oléf :

a. Warga Negara Indonesia;

b. Bank Pemerintah atau badan keagamaan dan badan sosial yang
ditetapkan oleh Pemerintah dalam Peraturan Menteri Agraridéd<epa
Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak
Pengelolaan.

2. Hak Guna Usaha,;
Hak Guna Usaha menurut ketentuan Pasal 28-29 UUPA adalah hak untuk
mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, datfka ja
waktu paling lama 25 tahun, akan tetapi untuk perusahaan yang
memerlukan waktu lebih lama dapat diberikan hak guna usaha untuk
waktu paling lama 35 tahun. Hak Guna Usaha ini atas permintaan
pemegang hak dan keadaan perusahaan, jangka waktunya dapat
diperpanjang dengan waktu paling lama 25 tahun. Hak Guna Usaha dapat

dipunyai oleh *

a. Warga Negara Indonesia;

b. Badan hukum vyang didirikkan menurut hukum Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor : 40 Tahun 1996

tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas

Tanah (PP No. 40 Tahun 1996), jangka waktu Hak Guna Usaha adalah

untuk pertama kalinya paling lama 35 tahun, dapat diperpanjang untuk

jangka waktu paling lama 25 tahun, dan dapat diperbaharui unttajang

waktu paling lama 35 tahufi.

4 UU No. 5 Tahun 196@p.cit, Ps. 21.

*Ipid., Ps.30.

16 pemerintahPeraturan Pemerintah tentang Hak Guna Usaha, HakaBangunan, dan Hak
Pakai Atas TanahPP No.4 tahun 1996, Ps. 8.
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3. Hak Guna Bangunan;

Hak Guna Bangunan menurut ketentuan Pasal 35 UUPA adalah hak

untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang

bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan

dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun. Hak Guna

Bangunan dapat dipunyai oléf; :

a. Warga Negara Indonesia

b. Badan hukum yang didirikkan menurut hukum Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia.

Dari asal tanahnya, Hak Guna Bangunan dapat diberikan di atds tan

Negara, tanah Hak Pengelolaan, dan tanah Hak Milik. Jangka Wwak

Guna Bangunan atas tanah Negara dan tanah Hak Pengelolaaantmenu

Pasal 25 PP No. 40 Tahun 1996 adalah untuk pertama kalinya paling

lama 30 tahun, dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20

tahun, dan dapat diperbaharui untuk jangka waktu paling lama 30 tahun.

Jangka waktu Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik menusat Pa

29 PP No. 40 Tahun 1996 adalah paling lama 30 tahun, tidak dapat

diperpanjang, tetapi dapat diperbaharui haknya atas kesepdgiiatdn

pemilik tanah dan pemegang Hak Guna Bangunan.

4. Hak Pakai;

Hak Pakai menurut ketentuan Pasal 41 ayat (1) UUPA adalabriiuk

menggunakan dan/ atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai

langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang bmem

wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan

pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya agau dal

perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala

sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuani&atent

Undang-Undang ini. Hak Pakai dapat dipunyai oféh :

a. Warga Negara Indonesia;

b. Badan hukum yang didirikkan menurut hukum Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia;

" UU No. 5 tahun 196@p.cit, Ps.30.
8PP No. 4 tahun 1996p.cit, Ps.39.
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c. Departemen, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, dan Pemerintah
Daerah;

d. Badan-badan keagamaan dan sosial,

e. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia;

f. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia;

g. Perwakilan negara asing dan perwakilan badan Internasional.

Hak Pakai ada yang diberikan untuk jangka waktu yang tiitektukan

dan ada yang diberikan untuk jangka waktu yang ditentukan. Hak Pakai

yang diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama

tanahnya digunakan untuk keperluan tertentu diberikan kepada

Departemen, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, PemerintethDae

Perwakilan Negara Asing, Perwakilan Badan InternasionaklamBa

Keagamaan, dan Badan Sosial.

Jangka waktu yang diberikan untuk Hak Pakai atas tanahanegar

tanah Hak Pengelolaan untuk pertama kalinya paling lamaha@&la

tahun, dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 tahun, dan dapat

diperbaharui untuk jangka waktu paling lama 25 tahun, sedangkan jangka

waktu Hak Pakai atas tanah Hak Milik adalah paling lamaB&6r, tidak

dapat diperpanjang, akan tetapi dapat diperbaharui haknya atas dasa

kesepakatan antara pemilik tanah dan pemegang Hak Pakai.

. Tanah Hak Pengelolaan;

Hak Pengelolaan menurut Pasal 1 angka 4 PP Nomor 24 Tahun 1997

adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pengyasaann

sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. Pengertian Hakdbamgel

yang lebih lengkap dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (3) Undadgng

Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

karena Pemberian Hak Pengelolaan, yaitu hak menguasaiedara atas

tanah yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkaaa kep

pemegang haknya untuk merencanakan peruntukkan dan penggunaan

tanah, menggunakan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya,

menyerahkan bagian-bagian tanah tersebut kepada pihak ketigaadan at
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bekerja sama dengan pihak ketiga. Hak Pengelolaan ini Dgpatyai
oleh *°
. Instansi Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah;

. Badan Usaha Milik Negara;

a

b

c. Badan Usaha Milik Daerah;

d. PT Persero;

e. Badan Otorita;

f. Badan-badan hukum pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh

Pemerintah;

6. Tanah Wakaf;
Pengertian wakaf menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Reratur
Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang Inkamisa
sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan
melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingandagaba
atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

7. Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun;
Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun menurut Pasal 8 ayat (2§3jlan
adalah hak milik atas satuan yang bersifat perseorangarerasah,
meliputi juga hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama
yang semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahligam den
satuan yang bersangkutan.

8. Hak Tanggungan;
Hak Tanggungan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang
dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalafy UUP
berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang yang merupakan sat
kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang
memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu
terhadap kreditor-kreditor lain. Hak atas tanah yang dapat dibefad
Tanggungan adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan,

19 Urip Santosoop.cit, him.28.
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dan Hak Pakai atas tanah negara yang menurut ketentuan yéaig ber
wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan, dan Ha
Milik Atas Satuan Rumah Susun yang didirikan di atas tan&hNHEk,
Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas tanah negara.
9. Tanah Negara
Tanah negara atau tanah yang dikusai langsung oleh negarautmenur
Pasal 1 angka 3 PP Nomor 24 Tahun 1997 adalah tanah yang tidak
dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah. Dalam hal tanah relggagais
obyek pendaftaran tanah, pendaftarannya dilakukan dengan cara
membukukan bidang tanah yang merupakan tanah negara dalam dafta
tanah. Daftar tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yamgiahe
identitas bidang tanah dengan suatu sistem penomoran. Untuk tanah
negara tidak disediakan buku tanah dan oleh karenanya di atas tanah
negara tidak diterbitkan sertipikat.
Obyek pendaftaran tanah dalam PP Nomor 24 Tahun 1997, kecuali
tanah negara, dibukukan dalam Buku Tanah dan diterbitkan serpbagai
tanda bukti hakny&’

1.1.6. Sistem Pendaftaran Tanah

Di dalam kegiatan pendaftaran tanah dikenal adanya dua macam
sistem pendaftaran tanah yaitu :

1. Sistem pendaftaran akta (registration of deeds);
2. Sistem pendaftaran hak (registration of title)

Sistem pendaftaran tanah mempermasalahkan apa yangadidaft
bentuk penyimpanan dan penyajiam data yuridisnya serta bentlk bakti
haknya®*

Dalam system pendaftaran akta yang merupakan tanda buktiahakny
adalah akta yang sudah didaftarkan dan surat ukur. Dari aktdajat
diketahui perbuatan hukum yang dilakukan dan siapa yang bedsataath
tersebut serta hak apa yang dibebankan. Data yuridis dapat diketalakiaar
yang sudah dicatat dalam buku tanah. Sedangkan data fisik cillegtathui

% bid., him.31.
L Boedi Hrsonoop.cit., him.76.
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melalui surat ukur. Dalam system pendaftaran akta, apabaditpgrubahan,
maka perubahan itu dibuktikan dengan suatu akta dan akta itu dieatat
didaftarkan. Kecuali kalau perubahan itu terjadi karena pewaris&a, tidak
dibuatkan akta, melainkan dibuatkan surat keterangan mewariamDal
system pendaftaran akta, tiap kali terjadi perubahan wajib dibuatkia
sebagai buktinya. Oleh karena itu dalam system ini, dataliyuyang
diperlukan harus dicari dalam akta-akta yang bersangkutan. Gakaim
pada suatu akta bias mengakibatkan tidak sahnya perbuatan hakgm y
dibuktikan dengan akta yang dibuat kemudian. Untuk memperoleh data
yuridis harus dilakukan apa yang disebut denddle ‘search; yang bias
memakan waktu dan biaya karena unttite’ search diperlukan bantuan
ahli ??

Oleh karena kesulitan untuk mengadakan title search ini, math@rR
Richard Torrens menciptakan system baru yang lebih sederhama da
memungkinkan orang memperoleh keterangan dengan cara yautgh,mu
tanpa harus mengadakditle searchpada akta-akta yang ada. Sistem ini
disebut “registration of titles”, yang kemudian dikenal dengastesy
Torrens. Ada beberapa keuntungan dari system Torrens tersebut/aintara
23
Menetapkan biaya-biaya yang tidak dapat diduga sebelumnya
Meniadakan pemeriksaan yang berulang-ulang
Meniadakan kebanyakan rekaman
Secara tegas menyatakan dasar haknya

® 2 0 T ®

Melindungi terhadap kesulitan-kesulitan yang tidak tersebut dalam
sertipikat

f. Meniadakan (hampir tidak mungkin) pemalsuan

g. Tetap memelihara system tersebut tanpa menambahkan kepada taksa
yang menjengkelkan, oleh karena yang memperoleh kemanfaatan
daripada system tersebut yang membayar biaya

h. Meniadakan alas hak pajak

2 bid., him.77.
% A.P. ParlindungarQp.cit , him.25.
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I.  Memberikan suatu alas hak yang abadi, oleh karena Negaramnemya
tanpa batas.

Dalam sistem pendaftaran hak, setiap penciptaan hak baru dan
perbuatan-perbuatan hukum yang menimbulkan perubahan kemudian, juga
harus dibuktikan dengan akta. Tetapi dalam penyelenggaraaafiaeadnya,
bukan aktanya yang didaftar melainkan haknya yang diciptakan dan
perubahan-perubahannya kemudian. Aktahanya merupakan sumber datanya.
Untuk pendaftaran hak dan perubahan-perubahannya yang terjadi, kemudian
disediakan suatu daftra isian, yang dalam bahasa Inggris disgisier, dan
dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah di Indonesia menurul&sal
Nomor 10 Tahun 1961 disebut sebagai buku taha#kta pemberian hak
berfungsi sebagai sumber data yuridis untuk mendaftar hak diaegkan
dalam buku tanah. Demikian juga akta pemindahan dan pembebanan hak
berfungsi sebagai sumber data untuk mendaftar perubahan-perulzalzan p
haknya dalam buku tanah hak yang bersangkutan. Jika terjadi Ip&@nyuba
tidak dibuatkan buku tanah baru, melainkan dilakukan pencatatannya pada
ruang mutasi yang disediakan pada buku tanah yang bersangkutanntebel
dilakukan pendaftaran haknya dalam buku tanah dan pencatatan
perubahannya kemudian, Pejabat Pendaftaran Tanah dilakukan pengujia
kebenaran data yang dimuat dalam akta yang bersangkutam Bygdtem ini
buku tanah disimpan di kantor Pejabat Pendaftaran tanah dan terbuka untuk
umum?

Dalam system pendaftaran hak yang merupakan tanda bukti hak
adalah salinan buku tanah dan surat ukur yang telah di jilid mesgaddan
diberi sampul yang disebut sertipikat tanah. Karena tujuan utanaan dal
pendaftaran tanah adalah di bidang pembuktian, maka keterangan yang
disajikan harus sesuai dengan kenyataan. Apabila terjadi perubahgermai
haknya misalnya haknya menjadi hapus / dibebani hak jaminarebatii
hipotik atau perubahan mengenai pemegang haknya misalnya gaegne

hanknya meninggal dunia kemudian beralih kepada ahli waris@ayel titu

24 Boedi Harsonol.oc.cit, him.77.
% |bid., him.78.
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dijual kepada orang lain / pemegang haknya ganti nama, makaapan itu

harus dicatat dan didaftarkan.

Perbedaan diantara kedua sistem pendaftaraan tanah tersebut adalah :
1. Dalam sistem pendaftaran akta, apabila terjadi perubahan mengena

pemegang haknya maka aktanya yang didaftarkan. Bitadigrgrubahan
mengenai tanahnya, maka dibuatkan akta yang baru dan aktdayaang
disimpan di kantor pertanahan. Dalam system pendaftaran ini, Pejabat
Pendaftaran Tanah bersikap pasif. la tidak melakukan pengujian
kebenaran data yang disebut dalam akta yang didaftar.

2. Dalam sistem pendaftaran hak bila terjadi perubahan haknya dan
pemegang haknya, bukan aktanya yang didaftar, melainkan hg&nga
diciptakan dan perubahan-perubahannya kemudian. Akta hanya
merupakan sumber datanya. Atas dasar bukti inilah peristiwvanhuk
tersebut dicatat dalam buku tanah dan salinan buku tanah, untuk
kemudian di kembalikan kepada pemegang haknya.

Persamaan yang ada di antara kedua sistem tersebut yaigl har
dibuatkan akta apabila terjadi perubahan hak atau perbuatan hukum
pemindahan hak dan pembebanan dengan hak jaminan, akta merupakan
sumber data yuridis, akan tetapi fungsi dari akta tersebut yang berbeda

1.1.7. Sistem Publikas Pendaftaran Tanah

Dalam penyelenggaraan sudégal cadastrekepada pemegang hak
atas tanah diberikan surat tanda bukti hak. Dengan surat taktiahak
tersebut, ia dapat dengan mudah membuktikan bahwa dialah yang @ahak
tanah yang bersangkutan. Data yang telah ada di kantor PRgixdftaran
Tanah mempunyai sifat terbuka bagi umum yang memerlukamgdn
demikian calon pembeli dan calon kreditor dengan mudah bisa memperoleh
keteranganyang diperlukannya untuk mengamankan perbuatan tyakigm
akan dilakukan, baik yang diperolehnya dari pihak Pejabat Peradaitanah

maupun dari pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

% pid. , him.80.
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Pertanyaan yang timbul adalah, sejauh mana orang boleh

mempercayai kebenaran data yang disajikan itu?Sejauh mana hukum

melindungi kepentingan orang yang melakukan perbuatan hukurgema

tanah yang haknya sudah didaftar, berdasarkan data yangatisdijiKantor

Pejabat Pendaftaran Tanah atau yang tercantum dalantaswtatbukti hak

yang diterbitkan atau didaftar oleh Pejabat Pendaftaran Takalkejmudian

ternyata data tersebut tidak berfar?

Jawaban atas pertanyaan tersebut tergantung pada sistemagublik

apa yang digunakan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanategédeh

yang bersangkutafi. Pada prinsipnya dikenal dua macam sistem publikasi

yaitu :
1. Sistem Publikasi Negatif

Dalam sistem publikasi negatif, sertipikat yang dikeluarkarupakan
tanda bukti hak atas tanah yang kuat, artinya semua keterzagg
terdapat di dalam sertipikat mempunyai kekuatan hukum dan harus
diterima sebagai keterangan yang benar oleh hakim, setatal
dibuktikan sebaliknya dengan alat pembuktian faiBalam pendaftaran
tanah yang menggunakan sistem publikasi negatif, negara sebagai
pendaftar tidak menjamin bahwa orang yang terdaftar sebagaigpeg

hak benar-benar orang yang berhak karena menurut sistem im buka
pendaftaran tetapi sahnya perbuatan hukum yang dilakukan yang
menentukan berpindahnya hak kepada pembeli. Pendaftaran tidak
membikin orang yang memperoleh hak dari pihak yang tidak berhak,
menjadi pemegang haknya yang b&ru.

Dalam sistem publikasi negatif, negara hanya secarapasiérima apa
yang dinyatakan oleh pihak yang minta pendaftaran. Oleh karena itu,
sewaktu-waktu dapat digugat oleh orang yang merasa lebihkbatds
tanah itu. Pihak yang memperoleh tanah dari orang yang sudalftae

pun tidak dijamin, walaupun dia memperoleh tanah itu dengan itikad

# sudikno Mertokusumad)p.cit, him. 96.
%0 Boedi HarsonpLoc.cit , him.81.
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baik3* Jaminan perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak ketiga

tidak bersifat mutlak seperti pada sistem publikasi positif. iPketiga

masih selalu berhati-hati dan tidak boleh mutlak percaya padgaaga

tercantum dalam buku pendaftaran tanah atau surat tandahhkiktang

dikeluarkannya?

Dalam sistem ini berlaku asas yang dikenal sebagao plus jurisAsas

ini berasal dari Hukum Romawi yang lengkapnyanerho plus juris in

alium transferre potest quam ipse hdb@rang tidak dapat menyerahkan

atau memindahkan hak melebihi apa yang ia sendiri punyai. Maka, data

yang disajikan dalam pendaftaran dengan sistem publikasi nadakf

boleh begitu saja dipercaya kebenarannya. Negara tidak menjamin

kebenaran data yang disajikan. Sekalipun sudah melakukan pendaftaran

pembeli masih selalu menghadapi kemungkinan gugatan dari yaagg

dapat membuktikan bahwa dialah pemegang hak yang sebenarnya.

Kelemahan sistem ini diatasi dengan lembecguisitieve verjaring®

Ciri-ciri sistem publikasi negatif dalam pendaftaran tanah yaitu :

a. Sistem pendaftaran tanah menggunakan sistem pendaftaran akta

b. Sertipikat yang diterbitkan sebagai tanda bukti hak besifat, yaitu
data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertiglleanggap
benar sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh alat bukti zmg
Sertipikat bukan sebagai satu-satunya tanda bukti hak.

c. Negara sebagai pendaftar tidak menjamin bahwa data fisiklatan
yuridis dalam pendaftaran tanah adalah benar

d. Dalam sistem publikasi ini menggunakan lembaga kedaluwarsa

e. Pihak lain yang dirugikan atas diterbitkannya sertipikapatia
mengajukan keberatan kepada penyelenggara pendaftaran tanah untuk
membatalkan sertipikat atau gugatan kepengadilan untuk meminta
agar sertipikat dinyatakan tidak sah

f. Petugas pendaftaran tanah bersifat pasif, yaitu hanya imenapa

yang dinyatakan oleh pihak yang meminta pendafatarn tanah.

3L Arie S. Hutagalung, Op.cit., him. 86-87.
32 Effendi PeranginQp. cit, him.98.
3 Boedi HarsonoQp.cit, him.82.
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Kelebihan sistem publikasi negatif, adaldh :

a. Pemegang hak yang sesungguhnya terlindungi dari pihak daig y
tidak berhak atas tanahnya

b. Adanya penyelidikan riwayat tanah sebelum penerbitan sertipikat

c. Tidak adanya batas waktu bagi pemilik tanah yang sesungguhnya
untuk menuntut haknya yang yelah disertipikatkan oleh pihak lain.

Kelemahan sistem publikasi negatif, adaf&h :

a. Tidak ada kepastian atas keabsahan sertipikat karena settagapat

atau mungkin saja digugat dan dibatalkan jika terbukti tidak sah

penerbitannya.

b. Peranan pejabat pendaftaran tanah yang pasif tidak mendukung
kearah akurasi dan kebenaran data yang tercantum dalam sertipikat.

c. Mekanisme kerja pejabat kadaster yang demikian (kuramggaran)
kurang dapatbdipahami masyarakat paham.

Sistem publikasi yang digunakan di Indonesia adalah sistem publikasi
negatif yang mengandung unsur positif, bukan negatif murni. iilalesuai
dengan apa yang diuraikan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf ¢ UE@Ré y
menyatakan bahwa pendaftaran menghasilkan surat-surat taunkta
hak,yaitu sertipikat, yang berlaku sebagai alat pembuktian yanh kuat.

2. Sistem Publikasi Positif

Sistem publikasi positif dalam pendaftaran tanah yaitu apag yan
terkandung di dalam buku tanah dan surat-surat tanda bukti hak yang
dikeluarkan merupakan alat pembuktian yang mutlak. Artinya, piktigak
bertindak atas bukti-bukti tersebut di atas, mendapatkan perlinawagey
mutlak, biar pun di kemudian hari ternyata keterangan yangnient di
dalamnya tidak benar. Bagi mereka yang dirugikan akan mendapa

kompensasi dalam bentuk yang I3in.

3 Arie S. Hutagalung, Op.cit., him.87.

* |bid.

% Effendi PeranginHukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah dari Sugamdang Praktisi
Hukum (Jakarta : Rajawali, 1989), him. 97.
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Ciri  pokok sistem Positif ini ialah bahwa pendaftaran
tanah/pendaftaran hak atas tanah adalah menjamin dengan sempuraa bahw
nama yang terdaftar dalam buku tanah adalah tidak dapat atbant
kendatipun ia ternyata bukanlah pemilik yang berhak atas tamsbbtit.
Sistem positif ini memberikan kepercayaan yang mutlak kepakia tanah.
Pejabat-pejabat balik nama tanah dalam sistem ini menmapdé@nan yang
sangat aktif. Mereka menyelidiki apakah hak atas tanat) gigmdahkan itu
dapat untuk didaftar ataukah tidak. Menyelidiki identitas pprak,
wewenangnya dan apakah formalitas-formalitas yang diggaratntuk itu
telah dipenuhi ataukah tidak. Menurut sistem positif ini, hubungan hukum
antara hak dari orang yang namanya terdaftar dalam tarkah dengan
pemberi hak sebelumnya terputus sejak hak tersebut didaff4rkan.

Sistem publikasi positif selalu menggunakan sistem pendaftaran hak.
Maka mesti ada register atau buku tanah sebagai bentuk pamam dan
penyajian data yuridis dan sertipikat hak sebagai surat tanda Hak
Pendaftaran atau pencatatan nama seseorang dalam registgai seba
pemegang haklah yang membikin orang menjadi pemegangtasikamah
yang bersangkutan bukan perbuatan hukum pemindahan hak yang dilakukan
("Title by registration”, ” The Register is everythii)g Pernyataan tersebut
merupakan dasar falsafah yang melandasi sistem Torrergsmana dengan
menggunakan sistem publikasi positif ini negara menjamin kederdata
yang disajikan. Orang boleh mempercayai penuh data yangalnsajalam
Register. Dalam sistem publikasi positif, orang yang deitgead baik dan
dengan pembayaran tife purchaser in good faith and for value
memperoleh hak dari orang yang namanya terdaftar sebagaigpeg hak
dalam Register, memperoleh apa yang disebut sodtfeasible title(hak
yang tidak dapat diganggu gugat) dengan didaftarnya namaalgagai
pemegang hak dalam register. Juga jika terbukti bahwa tgadaftar sebagai
pemegang hak tersebut bukan pemegang hak yang sebenaraya.sidéem
publikasi ini, dengan selesainya dilakukan pendaftaran atas n@emagang
hak, pemegang hak yang sebenarnya menjadi kehilangan ha&ntydak

37 Bachtiar EffendiQp.cit, him.32.
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dapat menuntut pembatalan perbuatan hukum yang memindahkanngpgk ya
bersangkutan kepada pembeli. Dalam keadaan tertentu ia hasga b
menuntut ganti kerugian kepada negara. Untuk menghadapi tunttéin g
kerugian tersebut disediakan suatu dana khifsDslam sistem ini negara
sebagai pendaftar menjamin bahwa pendaftaran yang sudah diadddah
benar’’
Adapun kebaikan dari sistem publikasi positif ini adafih :
a. Adanya kepastian hukum bagi pemegang sertipikat;
b. Adanya peranan aktif pejabat kadaster;
c. Mekanisme penerbitan sertipikat dapat dengan mudah diketahui publik.
Kelemahan sistem publikasi positif adalgh :
a. Pemilik tanah yang sesungguhnya akan kehilangan haknya kareata
tersebut telah ada sertipikat atas nama pihak lain yangdajzt diubah
lagi;
b. Peranan aktif pejabat kadaster memerlukan waktu dan prasarampa yan
mabhal;
c. Wewenang pengadilan diletakkan dalam wewenang pengadilan

administrasi.

1.1.8. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah

Menurut ketentuan Pasal 19 ayat (2) UUPA, kegiatan pendaftaran
tanah yang dilakukan oleh Pemerintah, meliputi :
1. Pengukuran, perpetaan, dan pembukaan tanah;
2. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
3. Pemberian surat tana bukti hak, yang berlaku sebagai aldiugtam

yang kuat.

Kegiatan pendaftaran tanah dalam Pasal 19 ayat (2) UUPA ri{gaiba

lebih lanjut dalam PP Nomor 24 Tahun 1997, yaitu :

1. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali (“initial registrgtion”

3 Boedi HarsonoQp.cit., him. 80-81.

% Arie S. HutagalungTebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tar(@hkarta : Lembaga
Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2005), him.81.

“Ipid., him. 86.

“bid.
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Yang dimaksud dengan pendaftaraan tanah untuk pertama kali adalah
kegiatan pendaftaran yang dilakukan terhadap obyek pendaftarain
yang belum didaftar berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 1961 dan PP
Nomer 24 Tahun 1997 (Pasal 1 angka 9 PP Nomor 24 Tahun“*£997).
Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui dua cara
yaitu :*3
a. Pendaftaran tanah secara sistematik
Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pendizitetan
untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yangputieli
semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalamatvilay
atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan. Pendaftaran tanaf seca
sistematik diselenggarakan atas prakarsa Pemerintah ddsaas
pada suatu rencana kerja jangka panjang dan tahunan serta
dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri
Negara Agraria/Kepala BPN. Dalam hal suatu desa/keluriaélam
ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sigtemati
pendaftarannya dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara
sporadik.
b. Pendaftaran tanah secara sporadik
Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah
untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek peadaftar
tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahaa seca
individual/massal. Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan
atas permintaan pihak yang berkepentingan, yaitu pihak yang berhak
atas obyek pendaftaran tanah yang bersangkutan atau kuasanya.
Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliftiti :
1) Pengumpulan dan pengolahan data fisik.
Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik
dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan. Kegiatannya,

meliputi:

2 Boedi HarsonoQp.cit, him. 474.
3 Ibid.
“ Urip SantosoQp.cit, him.33-34.
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Pembuatan peta dasar pendaftaran;

Penetapan batas bidang-bidang tanah;

Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan
pembuatan peta pendaftaran;

Pembuatan daftar tanah;

Daftar tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang
memuat identitas bidang tanah dengan suatu sistem
penomoran (Pasal 1 angka 16 peraturan Pemerintah No. 24
Tahun 1997).

Bidang tanah yang sudah dipetakan atau dibubuhkan nomor
pendaftarannya pada peta pendaftaran dibukukan dalam daftar
tanah. Bentuk, isi, cara pengisian, penyimpanan dan
pemeliharaan daftar tanah diatur oleh Menteri Negara Agraria/
Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Pembuatan surat ukur.

Surat ukur adalah dokumen yang memuat data fisik suatu
bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian (Pasal 1 angka 17
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997).

Bagi bidang-bidang tanah yang sudah diukur serta dipetakan
dalam peta pendaftaran, dibuatkan surat ukur untuk keperluan
pendaftaran haknya. Untuk wilayah-wilayah pendaftaran tanah
secara sporadik yang belum tersedia peta pendaftaran, surat
ukur dibuat dari hasil pengukuran. Bentuk, isi, cara pengisian,
penyimpanan dan pemeliharaan surat ukur ditetapkan oleh

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Pembuktian hak dan pembuktiannya. Kegiatannya meliputi :

a)
b)
c)

Pembuktin hak baru;
Pembuktian hak lama;
Pembukuan hak;

Penerbitan sertipikat;

Penyajian data fisik dan data yuridis;

Penyimpanan daftar umum dan data yuridis.
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2. Pemeliharaan data (maintenance)

Pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan pendtdten
untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta parahgft
daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah dan sertigikgam
perubahan-perubahan yang terjadi kemudian. Perubahan itu misalnya
terjadi sebagai akibat beralihnya, dibebaninya atau berubahmga na
pemegang hak yang telah didaftar, hapusnya atau diperpargajagigka
waktu hak yang sudah berakhir, pemecahan, pemisahan, dan
penggabungan bidang tanah yang haknya sudah didaftar. Agaadgta
tersedia di Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan yang
mutakhir, dalam Pasal 36 ayat (2) ditentukan, bahwa para pemegiang
yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan-perubahan yang
dimaksudkan kepada Kantor Pertanahan. Asas mutakhir menuntut
dipeliharanya data pendaftaran tanah secara terus menerus dan
berkesinambungan, sehingga data yang tersimpan di Kantor dhenian
selalu sesuai dengan keadaan nyata di lapangan, dan masya@diat
memperoleh keterangan mengenai data yang benar setidp saat.
Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran, terdiri &tas :
1) Pendaftaran peralihan dan pembebanan hak, meliputi:

a. pemindahan hak;

b. pemindahan hak dengan lelang;

c. peralihan hak karena pewarisan;

d. peralihan hak karena penggabungan atau peleburan perseroan atau

koperasi;
e. pembebanan hak;
f. penolakan pendaftran peralihan dan pembebanan hak.

2) pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah, meliputi:
a) perpanjangan jangka waktu hak atas tanah;
b) pemecahan, pemisahan, dan penggabungan bidang tanah;

“> Boedi Harsono,Op.cit. him. 476.
“® Urip Santoso,Op.cit., him.35-36.
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c) pembagian hak bersama;

d) hapusnya hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun;

e) peralihan dan hapusnya Hak Tanggungan;

f) perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan atau
penetapan pengadilan;

g) perubahan nama.

Perubahan data yuridis dapat berupa:

a. Peralihan hak karena jual beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan
dalam perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan han lainnya;

b. Peralihan hak karena pewarisan;

c. Peralihan hak karena penggabungan atau peleburan persémoan a
koperasi;

d. Pembebanan Hak Tanggungan;

e. Peralihan Hak Tanggungan;

f. Hapusnya hak atas tanah, Hak Pengelolaan, Hak Milik Atasai®at
Rumah Susun dan Hak Tanggungan;

g. Pembagian hak bersama

h. Perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan pengadilan atau
penetapan Ketua Pengadilan;

I. Perubahan nama akibat pemegang hak yang ganti nama.

j. Perpanjangan jangka waktu hak atas tanah.

Perubahan data fisik dapat berupa:

a. Pemecahan bidang tanabh;

b. Pemisahan sebagian atau beberapa bagian dari bidang tanabh;
c. Penggabungan dua atau lebih bidang tanah.

1.1.9. Penyeenggara dan Pelaksana Pendaftaran Tanah
Penyelenggaraan pendaftaran tanah, sesuai dengan ketentdur® Pasa

UUPA diselenggarakan oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Badan

Pertanahan Nasional.
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Pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor
Pertanahan, kecuali mengenai kegiatan-kegiatan tertentu ditungpskan
kepada Pejabat lain, yaitu kegiatan-kegiatan yang peatanfaya bersifat
nasional atau melebihi wilayah kerja Kepala Kantor Pertanahaalnya
pengukukran titik dasar teknik dan pemetaan fotogrametri.andal
melaksanakan tugas tersebut Kepala Kantor Pertanahan dibanRefdbht
Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pejabat lain yang ditugaskan untuk
melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut PP Nomor 24 Ta®un
dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, misalnya pembuatan
akta PPAT Sementara, pembuatan akta ikrar wakaf oleh Pdjaibabuat
Akta Ikrar Wakaf, pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tagagun
(SKMHT) oleh notaris, pembuatan Risalah Lelang oleh Pejaddang, dan
ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik olefiaPsjnitikasi*’

Pasal 1 angka 24 PP Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan bahwa PPAT
sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuatk&kta-a
tanah tertentu. Pejabat Pembuat Akta Tanah diangkat dan ditieaheoleh
Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasidnaik
mempermudah rakyat di daerah terpencil yang tidak ada pegabatuat
akta tanahnya dalam melaksanakan perbuatan hukum mengenadtgyeth,
ditunjuk pejabat pembuat akta tanah sementara. Yang dapat disefjagai
pejabat pembuat akta tanah sementara adalah pejabat pemeaniah y
menguasai keadaan daerah yang bersangkutan yaitu kepalaAResPPAT
merupakan salah satu sumber utama dalam rangka pemelihdagean
pendaftaran tanah. PPAT wajib menolak membuat akta, apabilarbebut
melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Tugas PPAT memhayds
Kepala Kantor Pertanahan harus diartikan dalam rangka pelakskegiatan
pendaftaran tanah.

1.2.Sertipikat
1.2.1. Pengertian Sertipikat

Salah satu tujuan dari pendaftaran tanah sebagaimana ditetapk
dalam Pasal 3 PP Nomor 24 Tahun 1997, adalah untuk memberikan kepastian

" Boedi HarsonoQp.cit, him.482.
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hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah,
satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dendah dapat
membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutdok U
memberikan kepastian dan perlindungan hukum, kepada pemegapgnigak
bersangkutan diberikan sertipikat hak atas tanah. Ketentuah 1Ba’UPA,
menyatakan bahwa akhir kegiatan pendaftaran tanah di selutayalvi
Republik Indonesia yang diadakan oleh Pemerintah adalah pemberian surat-
surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembukéing kuat.
Namun demikian, UUPA tidak menyebutkan nama surat tanda buksthsk
tanah yang didaftar tersebut.

Pasal 19 UUPA dilaksanakan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, dalam PP nomor 10 Tahun 1961
disebutkan bahwa surat tanda bukti hak atas tanah yang didiatanakan
sertipikat. Menurut Pasal 13 ayat (3) PP Nomor 10 Tahun 1961, yang
dimaksud dengan sertipikat adalah salinan buku tanah dan suraetédah s
dijahitkan menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas syamoul
bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Sejak tanggal 8 Juli 1997, PP Nomor 10 Tahun 1961 dinyatakan tidak
berlaku lagi, dan digantikan dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftran Tanah. Menurut PP Nomor 24 Tahun 1997 kegiatan pendaftaran
tanah ada dua (2) macam, yaitu kegiatan pendaftaran tanah untiarnge
kalinya melalui pendaftaran tanah secara sistematik damafi@rath tanah
secara sporadic, dan yang kedua adalah kegiatan pemeliharaan data
pendaftaran tanah.

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya mengahsilian s
tanda bukti hak yang berupa sertipikat. Menurut ketentuan Pasgka 20
PP Nomor 24 Tahun 1997, yang dimaksud dengan sertipikat adalah sura
tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yariguiatigk hak
atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas sataah susun,
dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalanmabaku t

yang bersangkutan.
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Data yang dimuat dalam sertipikat adalah data fisik danyaaidis.

Data fisik menurut Pasal 1 angka 6 PP Nomor 24 Tahun 1997, adalah

keterangan mengenai letak, batas, dan luas bidang tanahtdan sanah

susun yang didaftar, keterangan mengenai ada atau tidakngainan atau
bagian bangunan di atasnya. Data yuridis menurut Pasal 1 angkisahieiP

24 Tahun 1997, adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan

satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya, dan hak pilssktiain

beban-beban lain yang membebaninya. Data fisik dan data ydatisn
sertipikat diambil dari buku tanah. Buku tanah menurut Pasal KaaktyyPP

Nomor 24 Tahun 1997 adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat

data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah siaohgh ada

haknya.

Sertipikat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota,
sedangkan pejabat yang berwenang menandatangani sertipikat nfeRurut
Nomor 24 Tahun 1997 jo. Permen Agraria/Kepala BPN Nomor 24 Tahun
1997, adalah*®
1. Dalam pendaftaran tanah secara sistematik, sertipikat di¢argdei oleh

Ketua Panitia Adjudikasi atas nama Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota.

2. Dalam pendaftaran tanah secara sporadic yang bersifat individu
(perseorangan), sertipikat ditandatangani oleh Kepala Kanttan@ban
Kabupaten/Kota.

3. Dalam pendaftaran tanah secara sporadic yang bersifat nsesstadikat
ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftardndfasa
nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Maksud diterbitkannya sertipikat dalam kegiatan pendaftaraahtan
untuk pertama kali adalah agar pemegang hak dengan mudah dapa
membuktikan bahwa dirinya sebagai pemegang haknyapigattditerbitkan
untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dergisildat
dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tdhah.

“8 Urip Santosoop.cit, hlm. 260-261.
9 |bid.
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1.2.2. Kekuatan Pembuktian Sertipikat
Ada 2 (dua) macam sifat pembuktian sertifikat sebagaiatdoukti
hak, yaitu:
1. Sertifikat sebagai tanda bukti hak yang bersifat kuat.
2. Sertifikat sebagai tanda bukti hak yang bersifat mutlak.

UUPA secara tegas menetapkan bahwa hasil dari kegiatan
pendaftaran tanah untuk pertama kalinya menghasilkan suratitakidldak
yang bersifat kuat. Hal ini dapat diketahui dari ketentuan:

1. Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA
Pendaftaran tanah meliputi pemberian surat-surat tanda bukti hgk ya
berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

2. Pasal 23 UUPA
Pendaftaran Hak Milik, peralihan, pembebanannya dengan hakahak y
lain dan hapusnya Hak Milik merupakan alat pembuktian yang kuat.

3. Pasal 32 UUPA
Pendaftaran Hak Guna Usaha, termasuk syarat-syarat panmyer,
demikian juga setiap peralihan dan penghapusan Hak Guna Usaha
merupakan alat pembuktian yang kuat.

4. Pasal 38 UUPA
Pendaftaran Hak Guna Bangunan, termasuk syarat-syarat pamiyeri
demikian juga setiap peralihan dan penghapusan Hak Guna Bangunan

merupakan alat pembuktian yang kuat.

Dengan diterbitkannya sertifikat sebagai hasil akhir kagia
pendaftaran tanah untuk pertama kalinya, maka terwujud jaminantikepas
hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang haknya. Dalam rangka
pembuktian hak atas tanah, maksud diterbitkannya hak atéisadalah agar
dengan mudah dapat membuktikan nama yang tercantum dalafkasert

sebagai pemegang hak yang bersangkutan.

Demikian pentingnya peranan sertifikat, sehingga kekuatan

pembuktiannya tidak hanya berlaku eksternal/terhadap pihakétiagi, juga
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mempunyai daya kekuatan internal, yakni memberikan rasa amapdragi
pemegang/pemiliknya serta ahli warisnya agar ahli warisnkardudian hari
tidak mengalami kesulitan, dalam arti tidak perlu bersusafahpantuk
mengurusnya; paling-paling harus menjaga keamanannya semgghimdari

kerusakannya’

Dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum kepada
pemegang hak atas tanah dan agar dapat dengan mudah miesnbdikinya
sebagai pemegang hak yang bersangkutan, maka dalam Penjedash 32
Ayat (1) PP Nomor: 24 Tahun 1997 diberikan penjelasan mengenaladrti
pembuktian yang kuat yaitu selama tidak dapat dibuktikan &elgalidata
fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus mi¢esebagai data
yang benar. Data fisik dan data yuridis yang tercantum dséatifikat harus
sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surgaogu

bersangkutan, karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut.

Sehubungan dengan sertifikat sebagai tanda bukti hak yang kuat,
Boedi Harsono menyatakan bahwa selama tidak dapat dibuktikarksgaal
data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya hatersnoia sebagai
data yang benar, baik dalam melakukan perbuatan hukum selamiaogun
dalam beperkara di pengadilan. Data fisik data yuridis yammghtum dalam
sertifikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalanukuratan buku
tanah yang bersangkutan, karena data itu diambil dari surat ukusutta
tanah tersebut:

Sertifikat sebagai tanda bukti hak yang bersifat kuat mehgay
pengertian bahwa data fisik dan data yuridis yang termudaidsertifikat
mempunyai kekuatan bukti dan harus diterima sebagai keterarayan y
benar, selama tidak dibuktikan sebaliknya dengan alat buktj gan, yang
berupa sertifikat atau selain sertifikat (petuk pajak buwilan letter c).
Dalam hal ini, pengadilanlah yang akan memutuskan alat bukti yer

benar. Kalau ternyata bahwa data fisik dan data yuridis glangat dalam

0 Beni BosuPerkembangan Terbaru Sertipikat (Tanah, Tanggundan,Condominium),
(Jakarta : Mediatama Saptakarya, 1997), him. 5.
*1 Boedi HarsonoQp.cit, him. 480.
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sertifikat tidak benar, maka akan diadakan pembetulan selmgaRim
mestinya.Dalam sistem publikasi negatif, pihak yang dirugildapat
mengajukan gugatan ke pengadilan dengan membawa alat hokyiatey
berupa sertifikat atau selain sertifikat (petuk pajak bunipkn letter c),
pengadilanlah yang akan memutuskan alat bukti mana yang Beadila di
kemudian hari ternyata data fisik dan/atau data yuridg ydimuat dalam
sertifikat tidak benar, atas dasar putusan hakim yang sudabkbat&n
hukum tetap, sertifikat tersebut diadakan pembetulan seperlidgragan
demikian, sertifikat bukanlah merupakan satu-satunya alat buktiatees
tanah. Meskipun telah diterbitkan sertifikat, pemegang hakatas dengan
mudah membuktikan hak atas tanahnya, namun demikian berdasarkan
ketentuan Pasal 32 Ayat (1) PP Nomor : 24 Tahun 1997 tidak ada famina
bagi pemegang hak atas tanah untuk tidak mendapatkan guigatamhak

lain yang merasa dirugikan atas diterbitkannya sertitdetebut. Demikian
pula Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPNRI) tidak
menjamin kebenaran data fisik dan data yuridis yang merdaktm
sertifikat>

Tujuan pendaftaran tanah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3
Ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997, tidak hanya mememberikan jaminan
kepastian hukum, juga memberikan perlindungan hukum kepada pemegan

hak atas tanah.

Atas dasar ketentuan Pasal 32 Ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997,
telah terwujud jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tarmahnna
belum memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah
dikarenakan sewaktu-waktu dapat digugat oleh pihak lain yangseer
dirugikan atas diterbitkannya sertifikat hak atas tanefebeit. Pemegang hak
atas tanah belum mendapatkan rasa aman meskipun telah memiifikiase
dikarenakan sewaktu-waktu akan mendapatkan gugatan atau kebematan d
pihak lain atas diterbitkannya sertifikat hak atas tanah.

2 Urip Santoso, Op.cit., him.275.
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Untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas
tanah yang telah diterbitkan sertifikat dari gugatan ataerkédn dari pihak
lain, maka ditetapkanlah Pasal 32 Ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 199% dala
hal atas suatu bidang tanah sudah ditertibkan sertifikateseah nama orang
atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikathba
secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasgpunyai hak
atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut perlaksanaan hakutgeabila
dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat fidak
mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang atedi#ik Kepala
Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukaangkegat

pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikattterse

Dalam Penjelasan Pasal 32 Ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997
dinyatakan bahwa ketentuan ini bertujuan, pada satu pihak untuk tetap
berpegang pada system publikasi negatif dan pada pihak lain uwcta se
seimbang memberikan kepastian hukum kepada pihak yang dextigad i
baik menguasai sebidang tanah dan didaftar sebagai pemegarigliak
buku tanah, dengan sertifikat sebagai tanda buktinya, yang mesuPA

berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Kelemahan system publikasi negatif adalah bahwa pihak yang
namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah tdéatser
selalu menghadapi kemungkinan gugatan dari pihak lain yang ameras
mempunyai tanah itu. Umumnya kelemahan tersebut diatasi dengan
menggunakan lembagequisitiveverjaring ataladverse possessioHukum
Tanah kita yang memakai dasar Hukum Adat tidak mengemalfgtapi
dalam Hukum Adat terdapat lembaga yang dapat digunakan uetuatasi
kelemahan system publikasi negatif dalam pendaftaran taaah,lgmbaga
reschtsverwerkingDalam Hukum Adat jika seseorang selama sekian waktu

membiarkan tanahnya tidak dikerjakan, kemudian tanah itu dikerjakag oran
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lain yang memperolehnya dengan iktikad baik, maka hilanglah hakmyk
menuntut kembali tanah terseBui.

Berkaitan dengan sifat pembuktian sertifikat sebagai tanéa hak
sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 32 Ayat (2) PP Nomor 24 T@91un
Maria S.W, Sumardjono menyatakan bahwa apabila selama&) (fahun
pemegang hak atas tanah semula lalai untuk menggunakan tasasoga
dengan sifat dan tujuan haknya, serta membiarkan hak atdmtea dikuasai
dan didaftarkan oleh pihak lain yang beritikad baik dan ia trdakgajukan
gugatan ke pengadilan, berarti yang bersangkutan menelantanemya
dan kehilangan haknya untuk menggugat. Konsepsi ini didasarldm pa

lembagarechtsverwerkingang dikenal dalam Hukum Adzt.

Inti dari rechtverwerkingadalah apabila seseorang mempunyai tanah,
tetapi selama jangka waktu tertentu membiarkan tanahnyatgdarus, dan
tanah itu digunakan oleh orang lain dengan itikad baik, di& tag dapat
menuntut pengembalian kembali tanah tersebut dari orang dhin.ésmbaga
tersebut adalah sesuai dengan prinsip yang dianut oleh Hukum Aured ba
tanah merupakan milik bersama masyarakat/anggotanya, dan tiddk bole
sekadar dimiliki akan tetapi tidak digunakan, sama halnya demagangbn

menelantarkan tanah dalam Hukum Tanah Nasfnal.

Konseprechtsverwerkingyang diperkenalkan oleh Pasal 32 ayat (2)
PP Nomaor 24 Tahun 1997 ini bertujuan memberikan kepastian hukum kepada
2 (dua) pihak, yaitu’®

a. Bagi pemilik sertipikat, kalau sudah lewat 5 (lima) tahualséjterbitkan
sertipikat olenh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota tidak ada yang
mengajukan gugatan, maka ia terbebas dari gangguan pihakatain y

merasa sebagai pemilik tanah tersebut.

>3 |pid., him.277.

** Maria S.W. Sumardjono, Kepastian Hukum dan Peuligin Hukum Dalam Pendaftaran
Tanah,(makalah disampaikan pada Seminar Nasioradjakan Baru Pendaftaran Tanah dan Pajak-
Pajak Yang Terkait : Suatu Proses Sosialisasi @datangannya, Kerja sama Fakultas Hukum
Universitas Gajah Mada dan Badan Pertanahan Nasiogyakarta, 13 September 1997), him. 203.

% Arie S. HutagalungQp.cit, him. 89.

% Urip SantosoQp.cit, him. 279-280.
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b. Bagi pemilik tanah yang sebenarnya, ia wajib menguaseiht secara
nyata dan mendaftarkan tanahnya ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
setempat agar terhindar dari kemungkinan tanahnya didaftateen

nama orang lain.

1.3.Pembatalan Sertipikat
1.3.1. Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1999¢entan
Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Bemberi
Hak Atas Tanah, untuk selanjutnya disebut PMNA/KBPN Nomor al3ui
1999, pengertian pembatalan hak atas tanah adalah pembatalan pemberia
suatu hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum
dalam penerbitannya atau melaksanakan putusan Pengadilan Yamg te
berkekuatan hukum tetap.

Pengertian pembatalan hak atas tanah menurut Pasal 1 angka 14
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertargasional Nomor
9 Tahun 1999 adalah pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah atau
sertipikat hak atas tanahkarena keputusan tersebut mengarahatdnukum
administrasi dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan
Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pembatalan Hak Atas Tanah dalam Pasal 104 ayat (1) PMNA/KBPN
Nomor : 9/1999 meliputi 3 (tiga) produk pelayanan BPN, yaitu :

1. Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah

2. Sertipikat Hak Atas Tanah

3. Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah dalam rangka Pengatur
Penguasaan Tanah.

Pasal 107 PMNA/KBPN Nomor 9 Tahun 1999 menguraikan hal-hal
yang dikategorikan sebagai cacat hukum administrasi pdamana dalam
ketiga produk pelayanan BPN diatas terdapat :

1) Ksalahan prosedur;

2) Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;
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3) Kesalahan subyek hak;

4) Kesalahan obyek hak;

5) Kesalahan jenis hak;

6) Kesalahan perhitungan luas;

7) Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;

8) Terdapat ketidakbenaran pada data fisik dan/atau data yuridis; atau

9) Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif.

1.3.2. Tata CaraPembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah
Ada 3 (tiga) tata cara pembatalan hak atas tanah, yaitu :

1. Pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administragi yan
diterbitkan karena permohonan diatur dalam Pasal 108 sampai dengan
118 PMNA/KBPN 9/ 1999. Pengajuan permohonan pembatalan tersebut
diajukan secara tertulis, dengan memuat :

a. Keterangan mengenai pemohon, baik pemohon perorangan maupun
badan hukum. Keterangan ini disertai foto copy bukti diri termasuk
bukti kewarganegaraan bagi pemohon perorangan, dan akta pendirian
perusahaan serta perubahannya bila pemohon badan hukum.

b. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan dat
fisik tanah yang sedang disengketakan. Data memuat nomogrdan |
hak, letak, batas, dan luas tanah, jenis penggunaan tanahnya.
Keterangan ini dilengkapi dengan melampirkan foto copy surat
keputusan dan/atau sertifikat hak atas tanah dan surat&uargahg
diperlukan untuk mendukung permohonan pembatalan hak atas tanah.

c. Permohonan disampaikan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional
melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanygutieli
letak tanah yang bersangkutan.

d. Kantor pertanahan selanjutnya akan menyampaikan kepada pihak ke-
3 yang berkepentingan (termohon) perihal adanya permohonan
pembatalan, untuk kemudian diminta tanggapannya dalam waktu satu

bulan.

" Hasan Basri, Nata Menggala dan Sarftambatalan dan Kebatalan Hak Atas Tangh
Yogyakarta : Tugujogja, 2005), him. 54-58.
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e. Selanjutnya, permohonan akan diperiksa dan diteliti substansinya.
Bilamana diperlukan, kantor pertanahan akan melaksanakan
penelitian berkas/warkah dan/atau rekonstruksi atas obyelamak
disengketakan. Hasil penelitian dituangkan dalam berita acara
penelitian data fisik dan data yuridis yang menjadi dasar dalam
menjawab permohonan pembatalan.

f. Jawaban atas permohonan pembatalan ini baik berupa keputusan
pembatalan hak atau penolakan pembatalan akan disampaikan kepada
pemohon melalui surat tercatat atau dengan cara lain yamgme
sampainya keputusan kepada yang berhak.

2. Pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administragi yan
diterbitkan tanpa ada permohonan.

Bilamana suatu keputusan pemberian hak dan/atau sertifikat &gk at

tanah diketahui mengandung cacat hukum administrasi sebagaiman

diatur dalam Pasal 106 serta ditemukan pelanggaran atas kewajiban
pemegang hak sebagaimana diatur dalam Pasal 103 PMNA/KBPN

9/1999, maka tanpa ada permohonan pembatalan, Kepala Badan

Pertanahan Nasional dapat mengeluarkan keputusan pembatalan hak

tersebut.

Proses pembatalannya sebagai berikut :

a. Pembatalan hak atas tanah Terlebih dahulu dilakukan penelitian data
fisik dan data yuridis terhadap keputusan pemberian hak atas tanah
dan/ sertifikat hak atas tanah yang diduga terdapat kecacatan.

b. Hasil penelitian kemudian disampaikan kepada Kepala Kantor
Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi dengan menyertakan hasil dari
penelitian data fisik dan data yuridis dan telaahan/pendapat kantor
pertanahan pemeriksa.

c. Bilamana berdasarkan data fisik dan data yuridis yang tetalitidi
dinilai telah cukup untuk mengambil keputusan, maka Kepala Kanwil
BPN Provinsi menerbitkan keputusan yang dapat berupa pembatalan
atau penolakan pembatalan. Keputusan yang diambil memuat alasan

dan dasar hukumnya.
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d. Bilamana kewenangan pembatalan terletak pada Kepala BBk m
Kanwil mengirimkan hasil penelitian beserta hasil telaahan da
pendapat.

e. Kepala BPN selanjutnya akan meneliti dan mempertimbangkan
telaahan yang ada, untuk selanjutnya mengambil kesimpulan dapat
atau tidaknya dikeluarkan keputusan pembatalan hak. Bilamana
dinilai telah cukup untuk mengambil keputusan, maka Kepala BPN
menerbitkan keputusan pembatalan atau penolakan yang disertai
alasan-alasannya.

3. Pembatalan hak atas tanah karena melaksanakan putusan paengadjla
berkekuatan hukum tetap.

a. Keputusan pembatalan hak atas tanah ini dilaksanakan atas
permohonan yang berkepentingan.

b. Putusan pengadilan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan
permohonan adalah putusan yang dalam amarnya meliputi pernyataan
batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum atau yang padgaintin
sama dengan itu (Pasal 124 ayat (2) PMNA/KBPN 9/1999).

c. Proses pelaksanaan pembatalannya, yaitu :

1) Permohonan diajukan secara tertulis kepada Kepala BPN atau
melalui Kanwil BPN Provinsi atau kantor pertanahan.

2) Setiap satu permohonan disyaratkan hanya memuat untuk satu
atau beberapa hak atas tanah tertentu yang letaknya belata da
satu wilayah kabupaten/kota.

3) Permohonan memuat :

a) Keterangan pemohon balk pemohon perorangan maupun
badan hukum. Keterangan ini disertai foto copy bukti diri
termasuk bukti kewarganegaraan bagi pemohon perorangan,
dan akta pendirian perusahaan serta perubahannya bila
pemohon badan hukum.

b) Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan
data fisik tanah yang sedang disengketakan. Data memuat

nomor dan jenis hak, letak, batas, dan luas tanah, jenis
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penggunaan tanahnya. Keterangan ini dilengkapi dengan
melampirkan surat keputusan dan/atau sertifikat hak atas tanah
dan surat-surat lain yang diperlukan untuk mendukung

pengajuan pembatalan hak atas tanah.

c) Alasan-alasan mengajukan permohonan pembatalan.

d) Foto copy putusan pengadilan dari tingkatpertama hingga
putusan yang berkekuatan hukum tetap.

e) Berita acara eksekusi, apabila untuk perkara perdata atau
pidana.

f) Surat-surat lain yang berkaitan dengan permohonan
pembatalan.

4) Berdasarkan berkas permohonan dan bukti-bukti pendukung yang
telah disampaikan dari Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota/Kanwil BPN Provinsi, selanjutnya Kepala Badan
Pertanahan Nasional :

a) Memutuskan permohonan tersebut dengan menerbitkan
keputusan pembatalan hak atas tanah.

b) Memberitahukan bahwa amar putusan pengadilan tidak dapat
dilaksanakan disertai pertimbangan dan alasan untuk
selanjutnya Kepala BPN meminta fatwa kepada Mahkamah
Agung tentang amar putusan pengadilan yang tidak dapat
dilaksanakan tersebut.

c) Terhadap permohonan baik yang dikabulkan dengan
menerbitkan surat keputusan pembatalan hak atas tanah, atau
penolakan karena amar putusan pengadilan yang tidak dapat
dilaksanakan(non executable) disampaikan melalui surat
tercatat atau cara lain yang menjamin sampainya

keputusan/pemberitahuan kepada pihak yang berhak.

2. Sengketa Tanah
2.1.Posis Kasus
Sengketa yang terjadi antara Penggugat (Nyonya Surydiio®)
dengan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Baragadiddengan
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diterbitkannya sertipikat Hak Milik Nomor 3156/Kembanganag&ei di atas
sebidang tanah seluas 2.529 m2 yang terletak di Kelurahan Mdlitya
Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat oleh Kepala KantomRleaia Jakarta
Barat pada tanggal 3 Juni 2003, padahal sebelumnya atas bidant¢etaehht
telah diterbitkan sertipikat Hak Milik Nomor 256/Meruya Witas nama Suryati
Subiono yang hingga kini masih berlaku, sehingga terjadi tumpioith
sertipikat atau sertipikat ganda di atas bidang tanah yang sama.

Adapun kasus posisinya dapat penulis jelaskan pada uraian di bawah ini.
Suryati Subiono adalah pemilik sah atas sebidang tanah sebagdienayata
dalam sertifikat Hak Milik Nomor : 256/ Meruya llir yangikeluarkan oleh
Kantor Pertanahan Jakrta Barat, yang terletak di Jalanysldlir Rt 007/005,
Kelurahan Meruya llir, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Baghtas 2529 m?
dengan batas-batas sebagai berikut :
= Sebelah Utara : Tanah Bapak Dawih
= Sebelah Selatan : Tanah Bapak Saiman
= Sebelah Barat : Tanah PT.Aries
= Sebelah Timur : Tanah Bapak H.Somad

Akan tetapi, pada tanggal 3 Juni 2003 tanpa pemeriksaan terlebih dahulu
Kantor Pertanahana Jakarta Barat telah menerbitkan sertiakaMilik Nomor
: 3516/Kembangan Selatan seluas 2529 m2, atas nama Nyonya Maryathah bi
Amja dan Pendaftaran Peralihan/Balik Nama Sertipikat Mdk Nomor :
3516/Kembangan Selatan dahulu atas nama Tergugat Il intervesekaiang
atas nama Ir.Sabardi Dian Wirawan , sedangkan terhadapikserHak Milik
No. 256/Meruya llir atas nama Suryati Subiono haknya belum pernah
dihapuskan, karena dalam kenyataannya sertipikat tersebut tdakhpditarik
dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi, maupun dinyatakampeddahan oleh
Kantor Petanahan Jakarta Barat. Nyonya Suryati Subiono juda pelamah
menjual dan memindahtangankan kepada pihak lain, dan sebagainmyadater
dalam perubahan-perubahan pencatatan administrative yang dilakilgdan
Kepala Kantor Pertanahan. Disamping itu tidak ada pihak laingeaidrangan
maupun badan hukum yang merasa keberatan atas kepemilitjaikatetersebut

hingga lebih dari 5 (lima) tahun.
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Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 3156/Kembangan Selatas a
nama Maryamah binti Amja oleh Kepala Kantor Pertanahan adszkdh
permohonan Maryamah binti Amja yang didasarkan pada Putusan Pengadilan
Negeri Jakarta Barat Nomor 344/PDT.G/2001/PN.JKT.BRT, tertangdgainé
2002. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut dalammyama
menyatakan bahwa tanah berikut sertipikat Hak Milik no.256/Kegdra
Selatan seluas 2.529 m2 atas nama Maryamah binti Amja yaetpkedi
Kampung Sangrahan, Meruya Utara, Kembangan, Jakartad&kaiah milik sah
dari Maryamah binti Amja, kemudian membatalkan jual beli atastaeagketa
antara Djuwardi Kartawinata dan Suryati Subiono berdasarkan AkiaBeli
nomor: 26/VI/M.llir/1989 tanggal 30 April1l989 yang dibuat dihadapan PPAT
Belsasar Siagian, SH. dengan segala akibat hukumnya, dabata#ian segala
peralihan hak dalam bentuk apapun atas tanah sengketa yakgkatlaoleh
Suryati Subiono kepada pihak lain dengan segala akibat hulkmsgrta
menghukum Suryati Subiono untuk mengembalikan dan menyerahkah ta
berikut sertipikat Hak Milik Nomor 256/Kembangan seluas 2.529 @& rsedma
Maryamah binti Amja terletak di Kampung Sanggrahan Jakarta Baratdwyga

Pada tanggal 22 Maret 2002, Kantor Pertanahan Jakarta Barat
mengirimkan surat kepada Lalo Adrian PP, SH dari kantgalPartners yang
merupakan kuasa hukum Maryamah binti Amja mengenai peme&esdipikat
Hak Milik Nomor 256/Meruya llir yang isinya membenarkaahtva semula
tanah tersebut adalah milik Maryamah binti Amja, yang kemudiahihkian
kepada Djuwardi Kartawinata berdasarkan Risalah Lelangkdarior Lelang
Negara Jakarta tertanggal 23-2-1987 Nomor  365/1986-87 jo Penetapan
Pengadilan Jakartya Barat Nomor 034/1984 eksekusi tertanggahm@ri 1987.
Berdasarkan peralihan tersebut, maka Tuan Djuwardi Kartawinatapakain
pembeli yang sah, oleh karena itu tanah tersebut telah beredirassah kepada
Djuardi Kartawinata selaku pemenang lelang.

Pada tanggal 30 Juni 1989, berdasarkan Akte Jual Beli Nomor
26/VI/M.ILIR/KJ/1989 yang dibuat dihadapan Belsasar Siagian, SHATR®R
Jakarta, Tuan Djuwardi Kartawinata menjual tanah tersebut &epsonya

Suryati Subiono, dan berdasarkan Akte Jual Beli tersebut, SuBydiono
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mengajukan Permohonan Balik Nama kepada Kepala Kantor Peraryaimg
kemudian dilakukan balik nama atas nama Suryati Subiono terhaadipik&t
Hak Milik Nomor 256/Meruya llir seluas 2529 m2 tertanggal 28 Agustus 1991.

Peralihan-peralihan yang terjadi pada Sertifikat Hak MilNo.
256/Meruya llir dari mulai atas namaMaryamah binti Amja, y&egnhudian
dibebani Hipotik sehingga diterbitkan Sertipikat Hipotik No. 194/1984, dan di
eksekusi oleh PT. Bank Agung Asia, kemudian berdasarkan |beradih ke
Djuardi Kartawinata dan terakhir kepada Suryati Subiono dengas tetmuat
dalam Sertipikat Hak Milik No. 256/Meruya llir.

Penerbitan sertipikat Hak Milik Nomor 3516/Kembangan Selagfumas
2529 m2 atas hama Maryamahbinti Amja tertanggal 3 Juni 2003 yakgldih
oleh Kantor Pertanahan sangat merugikan kepentingan Sunjédn® karena ia
adalah pembeli yang beritikad baik dan wajib dilindungi oleh hykdan
tindakan Kepala Kantor Pertanahan bertentangan dengan hukena ldengan
menerbitkan Sertipikat yang baru atas nama Maryamah bint Aimgtas obyek
tanah yang sama tanpa mengikuti aturan hukum yang sebagaimnestiaya
sehingga di atas obyek tanah tersebut mempunyai dua identitasSgetipikat
Hak Milik Nomor 256/Meruya llir atas nama Suryati Subiono damnya
Sertipikat Hak Milik Nomor 3516/Kembangan Selatan atas nameyéviah
binti Amja.

Atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat yangh tela
menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 3516/Kembangan Selatatadi tanah
milik Penggugat, maka Penggugat mengajukan gugatan kga®itan Tata

Usaha Negara Jakarta.

2.2.Putusan Pengadilan :
2.2.1. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor
137/G.TUN/2003/PTUN-JKT.
Pengugat (Nyonya Suryanti Subiono) adalah pemilik sah atas
sebidang tanah sebagaimana ternyata dalam sertifikatMidk Nomor
256/ Meruya llir yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotasmady
Jakarta Barat (Tergugat), yang terletak di Jalan MeiliyaRt 007/005,
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Kelurahan Meruya llir, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barhas 2529

m2, yang untuk selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa. Jamgiteta

tersebut dibeli Penggugat dari Djuwardi Kartawinata sebagairtemyata

dalam Akta Jual Beli nomor: 26/VI/M.IIir/1989 tanggal 30 April 198ty
dibuat dihadapan PPAT Belsasar Siagian, SH.

Pada tanggal 3 Juni 2003, Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat
menerbitkan sertipikat Hak Milik No. 3516/Kembangan Selatan rzasa
Maryamah binti Amja di atas tanah seluas 2.529 m2 milik SuBationo
Jalan Meruya llir Rt. 007/005, Kelurahan Meruya llir, Kecamaka&bon
Jeruk, Jakarta Barat sebagaimana ternyata dalam Safrthpak milik No.
256/Meruya llir. Padahal pada kenyataannya Suryati Subiono pieiadah
menjual tanah atau memindahtangankan tanah miliknya tersepatiske
siapapun termasuk kepada Maryamah binti Amja. Sebagai pegydedi
beritikad baik, sudah seharusnya Suryati Subiono diberikan perlindungan
hukum. Untuk itulah Suryati Subiono memohon kepada Ketua Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengeluarkan penetapan yangtjge
memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat unéukincia
pelaksanaan sertipikat hak milik no. 3516/Kembangan Selatan dan
pendaftaran peralihan/balik nama menjadi atas nam Ir. Sabardi\liiawan
hingga ada keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetggunAda
dalam pokok perkaranya Suryati Subiono memohon agar Pengdaitan
Usaha Negara menyatakn batal atau tidak sah :

a. Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Wailnor
3516/Kembangan Selatan atas nama Maryamah binti Amja atab t
seluas 2.529 m2 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 3 Juni 2003.

b. Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa pendaftaran peralikan/bal
nama Sertipikat Hak Milik Nomor: 3516/Kembangan Selatan yang
dahulu atas nama Maryamah binti Amja sekarang atas nar8ablardi
Dian Wirawan yang diterbitkan Tergugat tertanggal 12 Agustus 2003

c. Sertipikat Hak Milik Nomor 3516/Kembangan Selatan atas nama
Maryamah binti Amja atas tanah seluas 2.529m2 yang diterbitkan ole

Tergugat pada tanggal 3 Juni 2003.
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d. Surat Keputusan Tergugat berupa pendaftaran peralihan/bafita na
dahulu atas nama Maryamah binti Amja sekarang atas narSabardi
Dian Wirawan yang diterbitkan oleh Tergugat tertanggal Tfustus
2003.

Atas dalil-dalii Penggugat tersebut di atas, para Tergugat
menyangkalnya, karena menurut Kepala Kantor Pertanahan kaaerad
Sertipikat Hak Milik Nomor 3516/Kembangan Selatan merupalenyganti
dari Sertipikat Hak Milik Nomor 256/Meruya llir. Menurut Margah binti
Amja, ia mempunyai hak atas tanah sebagaimana yang tercalaiam
Sertipikat Hak Milik No.256/Meruya llir atau kemudian menj&d#rtipikat
Hak Milik No.3516/Kembangan Selatan, karena segala peralihan dalam
bentuk perjanjian-perjanjian dan akta-akta yang menjadi penyelsig
sampai kepemilikan Suryati Subiono berdasarkan Akta Jual Beli
No0.28/VI/M.ILIR/1989 tanggal 30 Juni 1989 telah dibatalkan berdasarkan
putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No0.344/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Brt
tanggal 4 Juni 2002 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Selaku pihak yang dimenangkan dalam perkara register Nomor
344/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Brt, pada tanggal 7 Agustus 2002 Maryamah binti
Amja mengirimkan surat kepada Kantor Pertanahan Jakarta Bang pada
intinya mengajukan permohonan pembatalan peralihan hak Sertipékat H
Milik nomor 256/Meruya llir atas nama Suryati Subiono dan meibgékan
menjadi atas namanya. Pada tanggal 21-3-2003 permohonan tersebut oleh
Kantor Pertanahan Jakarta Barat dilanjutkan kepada Kanwil BRIN
Jakarta, dan selanjutnya pada tanggal 11-4-2003 Kanwil BPN Daetesd<n
Ibukota Jakarta mengeluarkan surat Nomor : 1.711.72/565/09/PT/2003, yang
menerangkan agar Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat
melaksanakan pencatatan batalnya peralihan Hak Milik No2&6/Meruya
llir dan kembali ke semula tercatata atas nama Maryarrdh Amja pada
buku tanah dan daftar-daftar umum lainnya, termasuk pada sairthdk
Milik nomor : 256/Meruya llir.

Berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.3516/Kembangan Selatan

tersebut maka Maryamah binti Amja melakukan jual beli dehgSabardi
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Dian Wirawan yang dibuktikan dengan Akta Jual Beli N0.18/2003 thi2gga
Juli 2003 yang dibuat dihadapan Notaris Bambang Wiweko, SH. Jual beli
telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku serta tanpa adanya pelanggaran hukum, dan karenahyaeljua
tersebut didaftarkan kepada Kantor Pertanahan untuk dilakukantgganca
balik nama pada Sertipikat Hak Milik No.3516/Kembangan Selataraties
nama Maryamah binti Amja menjadi atas namalr. Sabardi Diaawan.
Pendaftaran peralihan Hak Milik Nomor 3516/Kembangan Selatamataa
Ir. Sabardi Dian Wirawan yang dilakukan oleh Kantor Pertanab&arta
Barat telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaklunse
terjadi jual beli sampai dengan pencatatan balik nama sertigidatMilik
No.3516/Kembangan Selatan kepada atas nama Ir. Sabardi Diawanj
keadaan fisik tanah tersebut dalam keadaan kosong dan tidak adaipalak
yang menyatakan keberatan. Berdasarkan hal yang diteramjkatas,
Kantor Pertanahan Jakarta Barat memohon kepada Pengadilan skdia U
Negara untuk menolak gugatan penggugat seluruhnya. Pada tanggal 2
Oktober 2003, Ir. Sabardi Dian Wirawan dan Nyonya Maryamah binfaAm
mengajukan eksepsi yang pada intinya menyatakan bahwaaguigbur,
tidak jelas, kurang pihak , dan Pengadilan Tata Usaha Negiak
berwenang mengadili perkara ini karena ini adalah masajad¢r#tataan yaitu
pemilikan hak atas tanah, maka yang berwenang mengaddhadahgadilan
Negeri. Dalam pokok perkara Ir. Sabardi Dian Wirawan d&onya
Maryamah binti Amja pada intinya memohon kepada majelis hakimkunt
menyatakan gugatan Nyonya Suryati Subiono tidak dapat diterima.
Sebelum memutuskan perkara ini, Majelis Hakim memberikan
pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut :
1. Setelah memperhatikan dengan seksama dalil-dalil gugatamyhly
Suryati Subiono, dan dalil sanggahan dari Kepala Kantor Pertanahan dan
Ir. Sabardi Dian Wirawan dan Nyonya Maryamah binti Amja, Majel
Hakim berpendapat bahwa dalam sengketa ini terdapat masalah
keperdataan, yaitu masalah kepemilikgang terlebih dahulu harus
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diputus oleh Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan yang begvenan
memutus masalah kepemilikan atas tanah.

2. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka tidak bijaksana rakagat
keputusan obyek sengketa mengandung cacat hukum atau tidak
sepanjang masalah kepemilikan belum jelas.

3. Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Ir. Sabardi Dian Wirawam da
Maryamah binti Amja dapat dibenarkan dan dikabulkan serta
menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidelernaag
mengadili perkara tersebut karena masih terdapat masapsmkikan
yang terlebih dahulu harus diputus oleh Pengadilan yang berwenang.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka

Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima eksepsi Ir. Sabardi Dian Wirawan dan Nyonya Markebirdi
Amja yang menyatakan bahwa gugatan kabur, tidak jelas, kyibag,
dan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara ini
karena ini adalah masalah keperdataan yaitu pemilikan hakaatzis,
maka yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri.

2. Dalam Pokok Perkara Majelis Hakim menyatakan gugé&enggugat
tidak dapat diterima, dan mencabut Penetapan Penundaan Nomor :
137/G.TUN/2003/PTUN.JKT tanggal 2 September tentang penundaan
pelaksanaan lebih lanjut atas diterbitkannya Sertipikat Héik Momor :
3516/Kembangan Selatan seluas 2.529 m2 atas nama Maryamah binti
Amja dan pendaftaran peralihan/balik nama Sertipikat hak mitiknor
No.3516/Kembangan Selatan dahulu atas nama Maryamah binti Amja
dan sekarang atas nama Ir. Sabardi Dian Wirawan, dan dinyaidddan
berlaku, serta menghukum Suryati Subiono untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp. 1.307.000 (satu juta tiga ratus tujuh ribu rupiah).

2.2.2. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor
29/B/2004/PT.TUN.JKT

Berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara JakartgaNyon

Suryati Subiono merasa tidak puas dan kemudian mengajukan permohonan
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banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartsarAl&uryati

Subiono mengajukan upaya hukum banding adalah karena menurutnya

majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara telahh salanerapkan

hukum. Dalam kontra memori bandingnya, Maryamah binti Amja memoh
kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agaolak

Permohonan Banding dan menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha No.

137G/TUN/2003/PTUN-JKT. Adapun pertimbangan Hakim sebelum

memutuskan perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Tanah yang sertipikatnya menjadi obyek sengketa ( SHM No.256yisler
llir), dibeli oleh Suryati Subiono dari Tuan Djuwardi Kartawinata
berdasarkan Akta Jual Beli No. 26/VI/M.llir/1989 tanggal 30 Juni 1989,
sedangkan Tuan Djuwardi Kartawinata membeli tanah tersebutumnelal
lelang pada tanggal 30 Februari 1987 yang didasarkan Sita usksek
Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 19 Desember 1985.

2. Maryamah binti Amja mengajukan gugatan ke Pengadilariégkarta
Barat pada tanggal 13 September 2001 yang isinya pada pokoknya
menyatakan pembelian secara lelang Djuwardi Kartawitidek sah,
padahal Tanah sengketa tersebut sudah dikuasai dan dimiliki wigdtiS
Subiono selama 12 tahun 2 bulan 12 hari.

3. Sertipikat Hak Milik No.256/Meruya llir seluas 2.529 m2 semula
diterbitkan tanggal 10 Juli 1982 atas nama Maryamah binti Ayajag
berdasarkan lelang tanggal 30 Februari 1987 dialihkan menjadi atas nam
Djuwardi Kartawinata, kemudian Djuwardi Kartawinata menjualaka
tersebut kepada Suryati Soebiono pada tanggal 30 Juni 1989.

4. Bahwa ternyata yang dibatalkan oleh Pengadilan Negeri daRartat
adalah  Sertipikat Hipotik N0.194/1989, bukan secara langsung
membatalkan Sertipikat Hak Milik N0.256 atas nama Suryati Soebiono,
serta tidak ada bukti Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pangatiberi
Jakarta Barat No,344/Pdt.G/2001/PN.JKT.Barat

5. Suryati Subiono dalam sengketa ini adalah pembeli yang berhik&d

sehingga harus dilindungi oleh hukum.
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Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka

Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1.
2.

Menerima permohonan banding dari Nyonya Suryati Subiono;
Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor
137/G.TUN/2003/PTUN.JKT tertanggal 20 November 2003 yang
dimohonkan banding;

3. Menyatakan eksepsi tidak dapat diterima ;

4. Mengabulkan gugatan Suryati Subiono untuk seluruhnya, yaitu :

a. Membatalkan Sertipikat Hak Milik No.3516/Kembangan Selatan
atas nama Maryamah binti Amja tanah seluas 2529 m2 yang
diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan pada tanggal 3 Juni 2003
dan Surat Keputusan Peralihan/Balik Nama Sertipikat Hak Milik
No.3516/Kembangan Selatan yang dahulu atas nama Maryamah
binti Amja sekarang atas nama Ir. Sabardi Dian Wirawan yang
diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan tanggal 12 Agustus 2003

b. Memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan untuk membatalkan atau
mencabut sertipikat Hak Milik No.3516/Kembangan Selatan atas
nama Maryamah binti Amja tanah seluas 2529 m2 dan Surat
Keputusan Peralihan/Balik Nama atas nama Maryamah binti Amja
sekarang atas nama Ir. Sabardi Dian Wirawan tersebut;

c. Menyatakan Penetapan Penundaan Nomor : 137/G.TUN/2003/
PT.TUN.JKT tanggal 2 September 2003 tentang Penundaan
Pelaksanaan Lebih Lanjut atas diterbitkannya Setipikat Miik
No. 3516/Kembangan Selatan seluas 2529 m2 tertanggal 3 Juni
2003 atas nama Maryamah binti Amja dan Pendaftaran
Peralihan/Balik Nama  Sertipikat  Hak  Milik Nomor
3516/Kembangan Selatan dahulu atas nama Maryamah binti Amja
sekarang atas nama Ir, Sabardi Dian Wirawan tetap berlaku ;

d. Menghukum Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat, Ir. Sabardi
Dian Wirawan, dan Maryamah binti Amja untuk membayar biaya
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perkara di kedua tingkat peradilan secara bersama yang untuk tingka
banding ditetapkan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

2.2.3. Putusan Kasas Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :

302K /TUN/2004
Oleh karena merasa tidak puas dengan putusan yang dikeluaekan ol

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, maka Kepala KantoanB&en

Jakarta Barat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Adsaiepala

Kantor Pertanahan mengajukan Kasasi adalah karena Pengad#dddsaha

Negara Jakarta tidak cermat dalam memberilan pertimbangddit

putusannya yang menyatakan bahwa putusan Pengadilan Neges Bakatt

No. 344/ Pdt .G/2001/PN.Jkt.Brt tidak secara langsung membatalkan

sertipikat Hak Milik No. 256 atas nama Suryati Subiono, yang thkkna

dengan tidak adanya bukti pelaksanaan eksekusi putusan Pamdsegeri

Jakarta Barat tersebut. Pengadilan Tata Usaha Neggaadjanggap telah

salah menerapkan hukum. Pengadilan Tata Usaha NegaraaJakgat

dianggap telah keliru memberikan pertimbangan hukum yang tadaya
bahwa tindakan Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat yameybitkean
sertipikat hak milik No.3516/Kembangan Selatan merupakan tindakan ya
tidak cermat dan melanggar asas-asas umum pemerinyahan yang baik.

Adapun pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini adalah
sebagai berikut :

1. Oleh karena di dalam perkara ini terdapat sengketa kegamiktas
tanah, maka seharusnya sengketa perdata tersebut diputus teffeiih da
oleh Pengadilan Negeri. Hal tersebut karena perkara TateaUs$egara
baru dapat diputus apabila sudah pasti secara hukum siapa peaslik at
tanah sengketa tersebut.

2. Oleh karena belum ada putusan Pengadilan Negeri yang memberika
kepastian tentang kepemilikan atas tanah sengketa, maka mutusa
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang mdkamatzbyek
sengketa tanpa memperhatikan siapa pemilik dari tanah sengketa

merupakan putusan yang salah menerapkan hukum.
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Berdasarkan pertimbangan hukum di atas Mahkamah Agung
berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
N0.29/B/2004/PT.TUN.JKT. tanggal 17 Maret 2004 telah salah menerapkan
hukum sehingga putusannya harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan
mengadili sendiri dengan menguatkan putusan Pengadilan NegerlU$aha
Negara Jakarta No. 137/G.TUN/2003/PTUN.JKT tanggal 20 Nopember
2003.

Adapun amar putusan majelis hakim kasasi adalah mengabulkan
permohonan kasasi dari Kepala Kantor Pertanahan KotamadyaaJa&eat,

Ir. Sabardi Wirawan, dan Maryamah binti Amja dan membatalkan putusan
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal Irét N2©04
N0.29/B/2004/PT.TUN.JKT. Majelis Hakim Kasasi menerima eksppsi
Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat, Ir. Sal¥énalivan,

dan Maryamah binti Amja. Majelis Hakim memutuskan untuk migrga
gugatan Suryati Subiono tidak dapat diterima dan mencabut Penetapan
Penundaan Nomor : 137/G.TUN/2003/ PTUN.JKT tanggal 2 September 2003
tentang Penundaan Pelaksanaan Lebih Lanjut atas diterbitkanmiyak&te

Hak Milik Nomor : 3516/Kembangan Selatan seluas 2529 m2, taBghati

2003 atas nama Maryamah binti Amja dan Pendaftaran PeralihaniBati&
Sertipikat Hak Milik No. 3516/Kembangan Selatan dahulu atas nama
Maryamah binti Amja sekarang atas nama Ir. Sabardi Diamwsin, dan
dinyatakan tidak berlaku. Majelis Hakim juga menghukum &ur§ubiono
untuk membayar semua biaya perkara baik dalam peradilan ttipgkama,
banding maupun dalam tingkat kasasi, yang dalam tingkat kasiasi

ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

2.2.4. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : 56PK/TUN/2007
Setelah putusan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetaputer
diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding pada tangal
29 September 2006, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding

dengan perantara kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa ghdaus
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tanggal 16 Maret 2007 mengajukan permohonan peninjauan kembali secara
lisan pada tanggal 22 Maret 2007.

Alasan-alasan

Melihat pada alasan-alasan diajukannya peninjauan kembali,

Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut dapat

dibenarkan karena Majelis Hakim Kasasi telah melakukan leg&hi atau

kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut :

a. Nyonya Suryati Subiono menunjukkan adanya novum (bukti baru) yang
menunjukkan adanya Penetapan Eksekusi untuk mengadakan &ksg
tanah seluas 2.529 m2 berikut bangunan berdasarkan Sertipikat Hak
Milik No.256/Meruya llir, Jakarta Barat, yang dijaminkan pdsank
Agung Asia ;

b. Djuwardi Kartawinata adalah pemenang lelang yang diadakan pada
tanggal 23 Pebruari 1987 atas tanah Sertipikat Hak Milik No.2564deru
llir yang terbit pada tanggal 10 Juli 1982 atas nama Marydmrgh
Amja dan selanjutnya tanah tersebut dibeli dan pada tanggal 28 Agustus
1991 dialihkan menjadi atas nama Suryati Subiono pada tanggal 28
Agustus 1991.

c. Selanjutnya, pada tanggal 3 Juni 2003 Kantor Pertanahan Kodya Jakarta
Barat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.3516/Kembangan t8ela
pada lokasi yang sama dengan Sertipikat Hak Milik No.256/iéetlir,
dengan demikian sengketa yang terjadi bukanlah sengketanik&pe
tetapi murni mengenai prosedur penerbitan Sertipikat Hak Mililelob
sengketa, oleh karenanya Majelis Hakim kasasi telah fkdééam
pertimbangan hukumnya.

d. Selanjutnya Majelis Hakim Peninjauan Kembali mempertimbangka
mengenai prosedur penerbitan Sertipikat Hak Milik No.3516/Kemlimanga
Selatan (obyek sengketa) yang diterbitkan oleh Kantor Pertadakarta
Barat pada tanggal 3 Juni 2003, sementara Sertipikat Hak Madik
256/Meruya llir yang diterbitkan pada tanggal 10 Juli 1982 miztdp
berlaku dan belum dicabut, dengan demikian tindakan Kantor Peatanah

tersebut bertentangan dengan Azas-azas Umum PemerintahguBai&n
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khususnya azas Kecermatan, karenanya obyek sengketa terselsut har
dinyatakan batal.

Menurut pendapat Majelis Peninjauan Kembali terdapat cukup alasan

untuk mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Ny.

Suryati Subiono dan membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 302
K/TUN/2004 tanggal 17 Februari 2005 tersebut, dan Majelis Hakim

Peninjauan Kembali mengadili kembali perkara tersebut demgsagambil

alih pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Tata USalgara
Jakarta tanggal 17 Maret 2004 No. 28/B/2004/PT.TUN.JKT yang sudah

tepat dan benar sebagai pertimbangan Majelis Peninjauan Kersdyadiiri,

dengan amar sebagaimana disebutkan dibawah ini:

a.

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Nyonya Suryati
Subiono tersebut
Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 302 K/TUN/2004 tanggal
17 Februari 2005 ;
Menyatakan eksepsi tidak dapat diterima.
Mengabulkan gugatan Nyonya Suryati Subiono untuk sebagian.
Kemudian menyatakan batal :
1) Sertipikat Hak Milik No.3516/Kembangan Selatan atas nama
Maryamah binti Amja
2) Surat Keputusan Peralihan/Balik Nama Sertipikat Hak M&KM)
No.3516/Kembangan Selatan yang dahulu atas nama Maryamah
binti Amja sekarang atas nama Ir. Sabardi Dian Wirawan, dan
Memerintahkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut :
1) Sertipikat Hak Milik No.3516/Kembangan Selatan atas nama
Maryamah binti Amja tanah seluas 2529 m2
2) Surat Keputusan Peralihan/Balik Nama Sertipikat Hak MiBki)
No.3516/Kembangan Selatan yang dahulu atas nama Maryamah binti

Amja sekarang atas nama Ir. Sabardi Dian Wirawan

g. Menolak gugatan untuk selebihnya.

h. Serta menghukum para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar

biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalamrigeaan
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peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus
rupiah).
3. Analisis Terhadap Permasalahan Hukum
3.1.Pokok permasalahan mengenai faktor-faktor apa saja yang
menyebabkan timbulnya sertipikat ganda

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA danFasalta
Pasal 32 PP 24/1997, sertifikat adalah surat tanda bukti hak reahssteseorang
yang didalamnya memuat data fisik dan data yuridis ydaf t daftar dalam
buku tanah, dan merupakan pegangan kepada pemiliknya akan bukti-bukti
haknya yang tertulis. Oleh karenanya dalam penerbitanils#grifak atas tanah,
setiap satu sertifikat hak atas tanah diterbitkan untuk satugbtdaah. Namun
saat ini seringkali ditemukan adanya sertipikat ganda yditegbitkan oleh
Kantor Pertanahan. Sertipikat ganda adalah sertipkat yangunaétan satu
bidang tanah yang sama, sehingga satu bidang tanah diuraikan dkregan
sertipikat atau lebih yang berlainan datanya. Hal semabandisebut pula
Sertipikat Tumpang Tindih, baik tumpang tindih seluruh bidang maupun
tumpang tindih sebagian dari tanah tersebut. Terjadinya settigéd@da ini
merupakan salah satu akibat adanya tumpang tindih dalam paneséitipikat
hak atas tanah yang disebut cacat hukum administrasi.

Sertipikat Hak Atas Tanah yang cacad hukum administratifurut Pasal
107 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nad\mmabr 9
tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hakaftts dan
Hak Pengelolaan adalah sertipikat Hak Atas Tanah yangandugg kesalahan
antara lain sebagai berikut :

Kesalahan prosedur

. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan

a.
b

c. Kesalahan subjek hak

d. Kesalahan objek hak

e. Kesalahan jenis hak

f. Kesalahan perhitungan luas

Terdapat tumpang tindih hak atas tanah

> @

Data yuridis atau data fisik tidak benar;atau
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I. Kesalahan lainnya yang bersifat administratif.
Beberapa faktor penyebab lain terjadinya sertipikat gandathaktanah
yaitu 8
a. Persediaan tanah relatif terbatas sementara pertumbuhan penduduk meningkat
b. Ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, pembangunan danfpataa
tanah
c. Tanah terlantar
d. Pluralisme hukum tanah dimasa kolonial
e. Persepsi dan kesadaran hukum masyarakat terhadap penguasaan dan

pemilikan tanah

—

Inkonsistensi kebijakan pemerintah dalam penyelesaian masalah

Reformasi

> @

Kelalaian petugas dalam proses pemberian dan pendaftaran hak atas tanah

Sistem peradilan
j. Lemahnya sisitem administrasi pertanahan

k. Tidak terurusnya tanah-tanah aset instansi pemerintah

Yang tidak dikategorikan sebagai sertipikat ganda adalah
a. Sertipikat yang diterbitkan sebagai pengganti sertipikat yangdhila
b. Sertipikat yang diterbitkan sebagai pengganti sertipikat yaradg;rus
c. Sertipikat yang diterbitkan sebagai pengganti sertipikat yantgpthkiba.

Ketiga hal tersebut diatas bukan merupakan timbulnya sertigéwada
disebabkan karena sertipikat-sertipikat yang dimaksud (setipang hilang,
rusak atau dibatalkan) telah dinyatakan tidak berlaku sebagai tanda bukti.

Dalam perkara Nomor : 56PK/TUN/2007, dimana di atas sebidaniy tana
seluas 2.529 m2 yang terletak di Kelurahan Meruya llir, Kecam#&tebon
Jeruk, Jakarta Barat telah dilakukan dua kali penerbitaifiksg Hak Milik oleh
Kantor Pertanahan Jakarta Barat, yaitu pada tanggal 10 Juli 1@8Ritkign
sertifikat Hak Milik No. 256 yang kemudian pada tanggal 28 Agusio9l
beralih menjadi atas nama Suryati Subiono, seluas 2.529 m2 terletak di

8 Edi Prajoto,Antinomi Norma Hukum Pembatalan Pemberian Hak Atasah Oleh Peradilan
Tata Usaha Negara Dan Badan Pertanahan NasiohBandung : CV. Utomo, 2006), him.32.
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Kelurahan Meruya llir, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Baaag tidak
pernah dilakukan pencabutan atas haknya. Kemudian pada tanggal 3 Juni 2003
diterbitkan lagi sertifikat Hak Milik No. 3516 /Kembangan &ah atas nama
orang lain yaitu Maryamah binti Amja seluruhnya seluas 2.529 eni2tak di

atas tanah yang sama. Dengan demikian, telah terjadi tumpadii

(overlapping) atau penggandaan sertifikat terhadap seluruh bidaaly yang

secara yuridis bertentangan dengan Undang-undang Peraturara AgiaRA)

dan Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Dari hasil pemeriksaan persidangan yang berlangsung, dap&hdike
bahwa faktor penyebab terbitnya sertifikat ganda/overlappiregrdpkrkara ini
yaitu karena diterbitkannya sertipikat Hak Milik No. 3516/Kengzan Selatan
atas nama Maryamah binti Amja oleh Kantor Pertanahan Jakara. Ba
Sertipikat Hak Milik No. 3516/Kembangan Selatan tersebut menuamtdK
Pertanahan Jakarta Barat merupakan pengganti dari sertijakaMilik No.
256/Meruya llir yang pernah menjadi obyek perkara perdataedpatlilan
Negeri Jakarta Barat. Penerbitan sertipikat penggantibigrsgidasari oleh
adanya putusan Pengadilan ~ Negeri Jakarta Barat Nomor
344/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Brt yang telah mempunyai kekuatan hukuap. tet
Adapun putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut pada intinya
menyatakan :

a. Tanah berikut sertipikat Hak Milik No. 256 /Meruya llir sedu&529 m2 atas
nama Maryamah binti Amja yang terletak di Kampung Sanggrailaruya
Utara, Jakarta Barat adalah milik sah dari Maryamah binti Amja;

b. Membatalkan jual beli atas tanah sengketa antara Djuwartiwdaata dan
Suryati Subiono berdasarkan Akta Jual Beli No. 26/VI/M.lir/1989 tahgg
April 1989 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Belsasar
Siagian, SH. Dengan segala akibat hukumnya;

c. Membatalkan segala peralihan hak dalam bentuk apapun atas tagkétasen
yang dilakukan Suryati Subiono kepada pihak lain dengan segala akiba
hukumnya,

d. Menghukum Suryati Subiono untuk mengembalikan menyerahkan tanah
berikut Sertipikat Hak Milik No. 256/ Meruya llir seluas 2.529 atds nama
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Maryamah binti Amja terletak di Kampung Sanggrahan Jakarnat Repada
Maryamabh binti Amja.

Selaku pihak yang dimenangkan dalam perkara register Nomor
344/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Brt, Maryamah binti Amja pada tanggal 7 Agasna
mengirimkan surat kepada Kantor Pertanahan Jakarta Baraf pgala intinya
mengajukan permohonan pembatalan peralihan hak Sertipikat Hiknietthor
256/Meruya llir atas nama Suryati Subiono dan mengembalikanadiestjas
nama Maryamah binti Amja . Pada tanggal 21-3-2003 permohonanutieoseio
Kantor Pertanahan Jakarta Barat dilanjutkan kepada Kanwil BRINJ&karta.
Pada tanggal 11-4-2003 Kanwil BPN Daerah Khusus Ibukota Jakarta
mengeluarkan surat Nomor : 1.711.72/565/09/PT/2003, yang menerangkan agar
Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat melaksanakastgiancbatalnya
peralihan Hak Milik Nomor : 256/Meruya llir dan kembali kemsga tercatat
atas nama Maryamah binti Amja pada buku tanah dan daftar-dsmum
lainnya, serta sedapat mungkin pada sertipikat Hak Milikaron256/Meruya
[lir.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sertipikat ganidandeasus
ini adalah sebagai berikut :

1. Kesalahan Prosedur ( Pasal 107 huruf (a) PMNA/KBPN Nomor 9 Tahun
1999
Adanya kesalahan prosedur dalam penerbitan sertipikat Hakk Mili
No.3516/Kembangan Selatan (obyek sengketa) oleh Kantor Pertanahan
Jakarta Barat dimana seharusnya yang dilakukan oleh KepalarKant
Pertanahan Jakarta Barat hanyalah melakukan pencatatann buka
menerbitkan Sertipikat Hak Milik baru, sebelum melakukan patea
tersebut Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat harubitiedahulu
menerima salinan resmi putusan pengadilan berikut salinan Bsmta
Acara Eksekusi atas perkara yang bersangkutan, sedangkamldedus ini
ternyata Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat belum imansalinan
resmi Berita Acara eksekusi atas Putusan Pengadilan iNiedarta Barat
Nomor 344/PDT.G/2001/PN.JKT.BAR tanggal 4 Juni 2002.
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2. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah (Pasal 107 huruf (g) RAEYA
Nomor 9 Tahun 1999)
Penerbitan sertipikat Hak Milik Nomor 3516/Kembangan Selatadap
tanggal 3 Juni 2003, sementara Sertipikat Hak Milik No. 256/Merliya |
yang diterbitkan pada tanggal 10 Juli 1982 masih tetap eksibedam
pernah dicabut, merupakan tindakan yang lalai dan tidak cermaggahi
menyebabkan timbulnya sertipikat ganda atas bidang tanghtgdetak di

Kelurahan Meruya llir, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barabtdrse

3.2.Pokok permasalahan mengenai perlindungan hukum yang diberikan
kepada pihak ketiga dengan adanya pembatalan terhadap sertipikat
ganda

Salah satu tujuan dari pendaftaran tanah sebagaimana yangkdieta
dalam Pasal 3 PP Nomor 24 Tahun 1997, adalah untuk memberikan kepastian
hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang déauweah, s
rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapa
membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutank Untu
memberikan kepastian dan perlindungan hukum, kepada pemegangrgpk ya
bersangkutan diberikanlah sertipikat hak atas tanah.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
1961 bahwa yang dimaksud dengan Sertipikat adalah salinan buku tanah dan
surat ukur setelah dijahit menjadi satu bersama-sama demagankertas sampul
yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 bahwa yang dimaksud dengan Sertipikat adalah surat tandahakkt
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf ¢ Undang-Uralaig P
Agraria untuka hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, ihlakatas
satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudahasibukuk
dalam buku tanah yang bersangkutan.

Di Indonesia, yang menganut system publikasi negative, settipika
merupakan alat bukti yang kuat. Dalam Penjelasan Pasala3q1gyPeraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, diberikan
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penjelasan mengenai arti alat pembuktian yang kuat, yaitu b&®mngikat

merupakan surat tanda bukti yang berlaku sebagai alat penmbykiig kuat

mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalajsepanjang data
fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus mhitesebagai data
yang benar. Data fisik dan data yuridis yang tercantum dakatifikat harus
sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surayanku
disimpan di Kantor Pertanahan, karena data itu diambil dari lamaitdan surat
ukur tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka sertipikat hak atas tanah di liedones
masih dapat digugurkan, dicabut atau dibatalkan apabila ada pembuktian
sebaliknya yang menyatakan ketidakabsahan sertipikat terdeilt karena
adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ataa kalanya
cacad hukum administratif atas penerbitannya.

Sifat pembuktian sertipikat sebagai tanda bukti hak dimuamdBasal
32 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, yaitu :

1. Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku selzdagai
pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridig termuat di
dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sk=ugan data
yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.

2. Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipdeaibsah atas
nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut tikadan i
baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yasrgsan
mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaks&ia&a
tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkanngigikat itu tidak
mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegapikaedan Kepala
kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukaangkga

Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat.

Bagi pihak ketiga atau pihak lain yang membeli tanah terselngiade
itikad baik dan dengan pembayaran yang telah disepakati, demgan adanya
pembatalan sertipikat tersebut merasa kepentingannya dirugedeam

mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang dapat diberikan
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kepada pihak ketiga yang beritikad baik salah satunya adalafjarecara
memberikan solusi yang tepat yang dapat digunakan dengan muesyamsara
para pihak untuk meminta pengembalian uang yang telah dikaayaleh pihak
ketiga yang merupakan pembeli yang beritikad baik tersebut.

Putusan pengadilan tidak mengatur tetapi akibat pembatalapiksert
terhadap pihak ketiga yang dirugikan guna terpenuhinya unsurldeeadiaka
untuk penyelesaiannya dapat dilakukan dengan cara musyawarah pata
pihak untuk mengembalikan uang yang telah dibayarkan untukbetietanah

tersebut.

3.3.Pokok permasalahan mengenai sesuai atau tidaknya Putusan
Mahkamah Agung Nomor : 56PK/TUN/2007 dengan peraturan
per undang-undangan yang berlaku.

Dalam kasus pembatalan terhadap sertipikat ganda ini, pada tahap
Peninjauan Kembali Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan
permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : NY.
SURYATI SUBIONO tersebut , kemudian membatalkan putusan Mahkamah
Agung No. 302 K/TUN/2004 tanggal 17 Februari 2005. Majelis Hakina jug
menyatakan bahwa eksepsi para Tergugat tidak dapat ditdDiatean pokok
perkara, Majelis Hakim memutuskan :

a. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian.
b. Menyatakan batal :
1) Sertipikat Hak Milik No.3516/Kembangan Selatan atas namayaaah

bintit Amja tanah seluas 2529 m2 yang diterbitkan oleh

Tergugat/Terbanding pada tanggal 3 Juni 2003 ;

2) Surat Keputusan Peralihan/Balik Nama Sertipikat Hak MigH§)

No.3516/Kembangan Selatan yang dahulu atas nama Maryamah binti

Amja sekarang atas nama Ir. Sabardi Dian Wirawan yandpitikizn oleh

Tergugat/Terbanding tanggal 12 Agustus 2003.

c. Memerintahkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut :

Universitas Indonesia

Pematalan sertifikat...Savira, FH Ul, 2011.



73

1) Sertipikat Hak Milik No.3516/Kembangan Selatan atas namgyédnaah
bintt Amja tanah seluas 2529 m2 vyang diterbitkan oleh
Tergugat/Terbanding pada tanggal 3 Juni 2003 ;
2) Surat Keputusan Peralihan/Balik Nama Sertipikat Hak Mi&H§1)
No.3516/Kembangan Selatan yang dahulu atas nama Maryamah binti
Amja sekarang atas nama Ir. Sabardi Dian Wirawan yandpitikizn oleh
Tergugat/Terbanding tanggal 12 Agustus 2003.
d. Menolak gugatan untuk selebihnya.
e. Menghukum para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya
perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksamjapan
kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah).

Menurut hemat penulis, putusan yang diambil oleh Majelis Hakim
Peninjauan Kembali sudah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang
undangan yang berlaku.

Hal ini sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 55 ay® ({pmor
24 Tahun 1997 juncto Pasal 125 ayat (1) dan (2) PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun
1997.

Pasal 55 (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa panitera
Pengadilan wajib memberitahukan kepada Kepala Kantor Begammengenai
isi semua putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tat&prdan
Penetapan Ketua Pengadilan yang mengakibatkan terjadinya lpamupada
data mengenai bidang tanah yang sudah didaftar atau satuam susun untuk
dicatat pada buku tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin pada
sertipikatnya dan daftar-daftar lainnya. Ketentuan Pasal 5®2F1Nomor 24
Tahun 1997 tersebut diuraikan lebih jelas dalam Pasal 125 ayat (IR)dan
PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 yang menyatakan :

(1) Pencatatan perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan
Pengadilan atau penetapan Hakim/Ketua Pengadilan oleh Kepatar Ka
Pertanahan dalam daftar buku tanah yang bersangkutan dan watim

lainnya dilakukan setelah diterimanya penetapan Hakim&&engadilan
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atau Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hatapndan

salinan Berita Acara Eksekusi dari Panitera PengadilagefNeyang

bersangkutan;

(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakagkan

permohonan pihak yang berkepentingan dengan melampirkan :

a. Salinan resmi penetapan atau putusan Pengadilan yang telah wiemper
kekuatan hukum tetap dan salinan Berita Acara Eksekusi;

b. Sertipikat hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan RuBnahn yang
bersangkutan;

c. ldentitas Pemohon.

Berdasarkan hal tersebut, maka prosedur penerbitan sertipikat Hiak Mi
No. 3516/Kembangan Selatan yang diterbitkan oleh Kantor PertanakeaJ
Barat ( Termohon Peninjauan Kembali) pada tanggal 3 Juni 2003, seaent
Sertipikat Hak Milik No.256/Meruya llir yang diterbitkan g tanggal 10 Juli
1982 masih tetap eksis dan belum pernah dicabut, bertentangan deagan a
azas umum pemerintahan yang baik, khususnya azas kecermatan.

Kemudian, Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 menjelaskan bahwa sertipikat Hak
Atas Tanah yang cacad hukum administratif adalah sertipigltAtas Tanah
yang mengandung kesalahan antara lain sebagai berikut :

. Kesalahan prosedur

. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan

a
b

c. Kesalahan subjek hak

d. Kesalahan objek hak

e. Kesalahan jenis hak

f. Kesalahan perhitungan luas

Terdapat tumpang tindih hak atas tanah

> @

Data yuridis atau data fisik tidak benar;atau
Kesalahan lainnya yang bersifat administratif.
Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 3516/Kembangan Selataai tel

melanggar ketentuan Pasal 55 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 jusato Pa
125 ayat (1) dan (2) PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997, dimana seharusnya
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yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Baratalahny
melakukan pencatatan bukan menerbitkan Sertipikat Hak Maiu, itupun
Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat harus terlebih dahuluimmeesafinan
resmi putusan pengadilan berikut salinan resmi Berita Ac&sekbsi atas
perkara yang bersangkutan. Dalam penerbitan sertipikat Héik Momor
3516/Kembangan Selatan ternyata Kepala Kantor PertanahartaJ&8aat
belum menerima salinan resmi Berita Acara eksekusiRuassan Pengadilan
Negeri Jakarta Barat Nomor 344/PDT.G/2001/PN.JKT.BAR tanggaurd J
2002.

Selain hal tersebut, dalam penerbitan sertipikat nomor 3516/Kembangan
Selatan tersebut, Kantor Pertanahan juga telah melakukanheesgieosedur,
dan menyebabkan tumpang tindih hak atas tanah, sehingga tetabnohi
kriteria sebagai sertipikat yang mengandung cacat hukuminetative
sebagaimana yang diuraikan dalam ketentuan Pasal 107 huruf (afh)(g),
PMNA/KBPN Nomor 9 Tahun 1999.

BAB 3
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SIMPULAN DAN SARAN

2.1. SIMPULAN
Berdasarkan uraian dan analisa yang dilakukan dalam Bab 2, nakls pe
menarik kesimpulan sebagai berikut :

a. Penerbitan sertipikat ganda terjadi karena kelalaian, ketidakt®n, dan
ketidaktelitian pegawai atau pejabat terkait yang memangansertipikatan
pertama kali di Kantor Pertanahan Jakarta Barat dalam nksaelan meneliti
data fisik dan data yuridis baik secara langsung di lsgangaupun dalam hal
penyelidikan riwayat tanah dan penilaian kebenaran alat bukti pem#iteu
penguasaan tanah melalui pengecekan warkah yang ada di KaritoraRan
Jakarta Barat.

b. Perlindungan hukum bagi pihak ketiga selaku penyewa hakeatals tersebut
adalah dapat diselesaikan dengan cara musyawarah antara pihaki plen)
pembeli untuk memberikan pengembalian uang pembelian tanah tgéah
dibayar dengan adanya pembatalan sertipikat hak atas tanaha sdppat
terpenuhinya unsur keadilan.

c. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Peninjauan Kembalindatenyelesaikan
sengketa sertipikat ganda ini telah sesuai dengan peraturan geguuntangan
yang berlaku, karena dalam mengambil keputusan Majelis Ha&megangan
teguh pada Pasal 19 UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 T80,
dan PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997. Majelis Hakim Peninjauan Kembal
memutuskan untuk membatalkan sertipikat Hak Milik Nomor 3516/Kegdyan
Selatan karena penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebuth tataelanggar
ketentuan Pasal 55 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 juncto Pasal 125)ayat
dan (2) PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997. Penerbitan sertipikat tersébiut
Kantor Pertanahan Jakarta Barat bertentangan denganmasas pemerintahan
yanga baik yaitu asas kecermatan dan asas kepastian huksah 3Payat (2)
huruf a UU No. 5 Tahun 1986.

2.2. SARAN
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Saran dari penulis untuk mencegah terjadinya sertipikat garda satu
bidang tanah yang sama adalah

a. Diharapkan pegawai/karyawan Kantor Pertanahan selalu cdematliti dalam
menerbitkan sertipikat hak atas tanah untuk suatu bidang tatertuedan harus
melakukan survei yang berkelanjutan, artinya dalam pematihadata harus di
perbarui secara berkesinambungan supaya seandainya terjadi kasps, s
misalnya tumpang tindih/overlap suatu lahan, arsip tersebut dggadikan bukti
yang autentik.

b. Diharapkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota mengadakamaam
dan pelatihan terhadap karyawannya agar tidak terjadi penerbitgnkst yang
cacad hukum administrative karena kesalahan prosedur.

c. Sebelum melakukan pencatatan perubahan data pendaftaran tanah pada buk
tanah, sertipikat, dan daftar-daftar lain, maka Kepala KantdariRan harus
terlebih dahulu menerima Putusan Pengadilan yang telah bat&@ekbukum

tetap yang mengakibatkan terjadinya perubahan data pendaftaran taebbtter
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